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ABSTRAK

Nama : Andia Hastriani
Program Studi : Kenotariatan
Judul : Praktek Jaminan Fidusia Sehubungan Dengan Pengadaan Pesawat

Udara Oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Tesis ini meneliti tentang praktek jaminan fidusia sehubungan dengan pengadaan
pesawat udara di Indonesia, khususnya oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.,
dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan metode analisis
kualitatif. Pesawat udara dgolongkan sebagai benda bergerak dengan kekhususan (sui
generis), yang salah satu kekhususannya adalah bahwa pesawat udara harus
didaftarkan pada suatu negara. Hukum negara tempat pesawat udara didaftarkan akan
berlaku terhadap pesawat udara tersebut dimanapun pesawat itu berada. Konvensi
Cape Town mengatur ketentuan-ketentuan umum yang berkaitan dengan hak
kebendaan atau jaminan yang diakui secara internasional atas beberapa jenis benda
bergerak, termasuk di antaranya pesawat udara. Undang-undang Nomor 1 Tahun
2009 merupakan perwujudan dari ratifikasi Konvensi Cape Town dan Protokol Cape
Town ke dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Undang-undang Nomor
1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yang telah mencabut Undang-undang Nomor 15
Tahun 1992 tentang Penerbangan, memberikan dampak pada lembaga jaminan atas
pesawat udara di Indonesia karena Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tidak
menyebutkan secara tegas mengenai lembaga jaminan yang dapat dibebankan atas
pesawat udara. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 mengatur bahwa pesawat udara
yang didaftarkan di Indonesia dapat dibebankan dengan kepentingan internasional
berdasarkan perjanjian hak jaminan kebendaan, perjanjian pengikatan hak bersyarat
atau perjanjian sewa guna usaha, perjanjian-perjanjian mana merupakan perjanjian
yang digunakan untuk pembiayaan pengadaan pesawat udara; undang-undang ini juga
membebaskan para pihak di dalamnya untuk memilih hukum yang digunakan dalam
perjanjian tersebut. Dalam praktek pengadaan pesawat udara, banyak perusahaan
penerbangan, termasuk Garuda Indonesia, menggunakan skema pembiayaan sewa
guna usaha (leasing) dengan jaminan fidusia atas tagihan asuransi dan tagihan
reasuransi sebagai lembaga jaminannya. Dalam kaitannya dengan pembebanan
jaminan fidusia, notaris memegang peranan sentral karena dalam Undang-undang
Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ditentukan bahwa akta pembebanan
jaminan fidusia harus dibuat dalam akta notaris.

Kata kunci: Pesawat, Jaminan Kebendaan, Jaminan Fidusia, Sewa Guna Usaha,
Asuransi, Konvensi Cape Town
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ABSTRACT

Name : Andia Hastriani
Program : Notary
Title : Fiduciary Security on Aircrafts Acquisition by PT Garuda Indonesia

(Persero) Tbk.

This thesis provides a review on fiduciary security on aircrafts acquisition in
Indonesia, particularly by PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, by using normative
juridical research and qualitative analysis as the preferred methods. An aircraft is
categorized as movable goods with specificity (sui generis), one of its specificity is
an aircraft must be registered in a nation. Law of a nation in which the aircraft is
registered to, shall prevail to the aircraft wherever the aircraft is. Cape Town
Convention regulates general provisions on security rights that are recognized
internationally for several types of mobile equipments, including aircrafts. Law
Number 1 of 2009 is the embodiment of the ratification of the Cape Town
Convention and Cape Town Protocol into Indonesian laws and regulations. Law
Number 1 of 2009 on Aviation which revoked Law Number 15 of 1992 on Aviation
has given an impact on security rights on aircrafts in Indonesia since Law Number 1
of 2009 does not explicitly regulate which security right that can be imposed on
aircrafts. Law Number 1 of 2009 determines that aircrafts registered in Indonesia can
be encumbered with international interests arising from security agreements, title
reservation agreements or leasing agreements, which are utilized to finance the
aircraft acquisition; this law also provides that the parties within the relevant
agreements are free to choose the governing law for such agreements. In practice,
most of airlines companies, including Garuda Indonesia, use financial leasing scheme
with fiduciary security on insurance proceeds and reinsurance proceeds as security to
acquire aircrafts. With regard to fiduciary security, notaries hold the central role
given Law Number 42 of 1999 on Fiduciary Security stipulates that fiduciary security
deed must be drawn up in a notarial deed.

Keywords: Aircraft, Security Rights, Fiduciary Security, Leasing, Insurance, Cape
Town Convention
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dibandingkan dengan alat transportasi lainnya, alat transportasi udara

memiliki keunggulan karena dapat menjangkau berbagai tempat yang tersedia

bandar udara, termasuk yang jauh jaraknya, dalam waktu yang relatif cepat. Bagi

negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan, transportasi udara sangat

dibutuhkan sebagai sarana penghubung antarwilayah karena melalui udara

perjalanan dapat ditempuh dengan waktu yang singkat. Sebagai contoh, perjalanan

Jakarta-Medan dapat ditempuh dalam jangka waktu kurang dari dua jam melalui

udara, sedangkan melalui jalan darat bisa memakan waktu sekitar 2 hari dan 3 hari

melalui laut. Selain untuk sarana perhubungan nasional, penerbangan juga

berperan sebagai penghubung dengan negara lain (internasional). Penerbangan

juga diharapkan dapat menunjang, mendorong serta menggerakkan pembangunan

nasional sehingga meningkatkan kesejahteraan rakyat.1

Penerbangan2 merupakan bagian dari sistem transportasi nasional yang

mempunyai karakteristik mampu bergerak dalam waktu cepat, menggunakan

teknologi tinggi, padat modal, manajemen yang andal serta memerlukan jaminan

keselamatan dan keamanan yang optimal.3 Industri penerbangan komersial yang

tumbuh pesat di Indonesia memerlukan dukungan sumber daya manusia yang

terampil dan juga ketersediaan pesawat udara yang memadai. Pengadaan pesawat

udara untuk kepentingan komersil belum dapat dipenuhi oleh PT Dirgantara

1Indonesia (a), Undang-undang tentang Penerbangan, UU No.15 Tahun 1992, LN No.
53, Tahun 1992, TLN 3481, konsiderans ‘menimbang’ huruf b.

2Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara,
pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan,
lingkungan hidup serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya (Pasal 1 angka 1 Undang-
undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan).

3Indonesia (b), Undang-undang tentang Penerbangan, UU No. 1 Tahun 2009, LN No. 1
Tahun 2009, TLN 4956 , konsiderans ‘menimbang’ huruf c.
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Indonesia yang merupakan satu-satunya perusahaan di Indonesia yang

memproduksi pesawat udara. Oleh karena itu, perusahaan penerbangan nasional

banyak mendatangkan pesawat udara dari perusahaan produsen pesawat udara

luar negeri seperti Boeing dari Amerika Serikat dan Airbus dari Perancis untuk

memenuhi kebutuhannya.

Pengadaan pesawat udara tersebut memerlukan biaya yang sangat besar

karena harganya yang sangat mahal. Sebagai contoh, harga pesawat Airbus seri A-

380 yang diluncurkan pada tahun 2005 berkisar US$263 juta hingga US$283 juta,

sementara pesawat buatan pabrik Boeing dengan seri 777 harganya berkisar

US$250 juta.4 Dengan mahalnya harga pesawat udara, sulit bagi perusahaan

penerbangan untuk melakukan pengadaan pesawat udara dengan pembelian secara

tunai. Perusahaan penerbangan membutuhkan bank dan lembaga keuangan

lainnya sebagai pemilik dana untuk membantu pengadaan tersebut. Skema

pembiayaan yang digunakan dapat berupa pemberian kredit, sewa guna usaha

(leasing) atau sewa beli (hire purchase).

Sehubungan dengan digunakannya skema pembiayaan sebagaimana

disebut dalam paragraf di atas, jarang ditemukan bank atau lembaga keuangan

dalam negeri yang bertindak sebagai kreditur atau pemberi sewa (lessor). Selain

karena besarnya jumlah pinjaman, risikonya pun tinggi. Akhirnya perusahaan

penerbangan di Indonesia memilih lembaga keuangan dari luar negeri yang

berkenan memberikan pinjaman dana untuk pengadaan pesawat. Biasanya

lembaga keuangan ini ditunjuk oleh produsen pesawat udara. Hal ini

menyebabkan terjadinya suatu transaksi lintas negara atau biasa dikenal dengan

istilah cross-border transaction.

Suatu transaksi lintas negara menyebabkan adanya perbedaan yurisdiksi

hukum antara negara-negara yang terlibat dalam transaksi tersebut. Undang-

undang yang mengatur tentang penerbangan di Indonesia, menentukan bahwa

pesawat udara yang dioperasikan di Indonesia harus memiliki tanda pendaftaran

dan tanda kebangsaan Indonesia. Pesawat yang dibeli atau disewa dari pihak luar

negeri dan akan dioperasikan di Indonesia juga harus memiliki tanda pendaftaran

4Martinus Udin Silalahi, “Airbus versus Boeing, Persaingan Dua Raksasa”,
<http://www.sinarharapan.co.id/ekonomi/industri/2005/0223/ind2.html>, diakses 5 Maret 2011.
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dan tanda kebangsaan Indonesia. Pesawat yang didaftarkan dan memiliki tanda

kebangsaan Indonesia tunduk pada hukum Indonesia. Keadaan ini membuat sulit

pihak kreditur dalam melakukan eksekusi dalam hal debitur cidera janji atau

terjadi hal-hal lain yang dianggap sebagai wanprestasi (default) dalam perjanjian

pembiayaan. Hal inilah yang akhirnya membuat biaya pelaksanaan skema

pembiayaan pesawat udara di Indonesia menjadi tinggi.5

Sebagai jalan keluar dari hal tersebut, pemerintah Republik Indonesia telah

mengesahkan Convention on International Interests in Mobile Equipment

(Konvensi tentang Kepentingan Internasional dalam Peralatan Bergerak)

(selanjutnya disebut sebagai “Konvensi Cape Town”) beserta Protocol to the

Convention on International Interests in Mobile Equipment on Matters Specific

to Air Craft Equipment (Protokol pada Konvensi tentang Kepentingan

Internasional dalam Peralatan Bergerak mengenai Masalah-masalah Khusus Pada

Peralatan Pesawat Udara) (selanjutnya disebut sebagai “Protokol Cape Town”).

Ratifikasi Konvensi Cape Town dan Protokol Cape Town mempermudah

pelaksanaan transaksi lintas negara sehubungan dengan pembiayaan pengadaan

pesawat yang dilakukan oleh perusahaan penerbangan Indonesia sebagai debitur

dan lembaga keuangan asing.

Ratifikasi Konvensi Cape Town mempermudah perusahaan penerbangan

Indonesia dalam pengadaan pesawat, antara lain dengan cara leasing, karena

kreditur luar negeri mendapat jaminan dengan dasar hukum yang telah disepakati

secara internasional. Dengan ratifikasi ini biaya penyewaan pesawat juga menjadi

lebih murah. Namun demikian, ratifikasi Konvensi Cape Town juga memiliki

risiko yang sangat mengikat bagi debitur. Dalam Konvensi Cape Town diatur

bahwa kreditur atau pemilik pesawat dapat langsung menarik pesawat yang

merupakan objek leasing jika debitur yang tidak tertib dalam melakukan

pembayaran sewa pesawat kepada kreditur.6

5 Inayati Noor Thahir, “Hak Jaminan Atas Pesawat Udara Setelah Berlakunya Undang-
undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan,” (Tesis Magister Kenotariatan Universitas
Indonesia, Depok, 2010), hal. 4.

6Ratifikasi “Cape Town Convention” Indonesia Lebih Mudah Sewa Pesawat, Sinar
Harapan. <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0705/02/eko01.html.>, diakses tanggal 19 April
2011.
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Dengan diratifikasinya Konvensi Cape Town maka terhadap hukum

nasional yang berhubungan dengan konvensi tersebut, dalam hal ini adalah hukum

penerbangan, harus dilakukan penyesuaian. Sehubungan dengan hal tersebut,

Indonesia kemudian melakukan penyesuaian terhadap ketentuan-ketentuan yang

diatur dalam Konvensi Cape Town yaitu dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun

2009 tentang Penerbangan (selanjutnya disebut “UU No. 1 Tahun 2009”). Dalam

UU No. 1 Tahun 2009, ditentukan bahwa Konvensi Cape Town merupakan

ketentuan hukum khusus (lex spesialis).7 Selain itu, penyesuaian-penyesuaian

terhadap Konvensi Cape Town dapat dilihat dalam Bab IX UU No. 1 Tahun 2009,

yaitu Pasal 71 sampai dengan Pasal 82.

Sejak berlakunya UU No. 1 Tahun 2009, hipotik bukan lagi merupakan

lembaga jaminan kebendaan yang dapat diletakkan atas pesawat udara

berkebangsaan Indonesia.8 Dalam Pasal 71 UU No. 1 Tahun 2009 ditentukan

bahwa pesawat udara dapat dibebani dengan kepentingan internasional yang

timbul akibat perjanjian pemberian hak jaminan kebendaan, perjanjian pengikatan

hak bersyarat, dan/atau perjanjian sewa guna usaha. Namun demikian, tidak

dijelaskan lembaga jaminan apa yang dapat diletakkan atas pesawat udara.

Di dunia internasional, terlihat bahwa pesawat udara dapat dijadikan

sebagai objek jaminan sebagai berikut.

1. Pesawat udara beserta seluruh perlengkapan dan suku-suku cadangnya.

2. Suku cadang secara terpisah dari pesawat udara.

3. Pesawat udara yang masih dalam konstruksi (in aan bouw/ in

construction).

4. Seluruh armada pesawat udara yang dimiliki suatu perusahaan (fleet

mortgage).

7 Indonesia (b), op. cit., ps. 82.

8Bandingkan dengan Pasal 12 Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang
Penerbangan (yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak diundangkannya Undang-
undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan), yang menyebutkan bahwa pesawat udara
dapat dibebani dengan hipotik.
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5. Seluruh aset perusahaan penerbangan termasuk pesawat udara dan

peralatan lainnya (floating charge).9

Perusahaan yang bergerak di bidang industri angkutan udara niaga10 di

Indonesia saat ini terdiri dari maskapai penerbangan domestik, perintis dan luar

negeri. Di antara perusahaan-perusahaan tersebut, sebagian besar merupakan

maskapai yang melakukan rute penerbangan domestik. Data Kementerian

Perhubungan Republik Indonesia menyebutkan bahwa jumlah maskapai

penerbangan domestik berjadwal terhitung April 2008 adalah 16 perusahaan

dengan jumlah armada sebanyak 500 pesawat. Beberapa maskapai tersebut adalah

Garuda Indonesia, Merpati Nusantara Airlines, Indonesia AirAsia, Lion Air,

Wings Air, Batavia Air, Sriwijaya Air dan lain-lain.11

Garuda Indonesia sebagai salah satu maskapai penerbangan di Indonesia

saat ini memiliki banyak armada baru guna meningkatkan kualitasnya. Saat ini

Garuda Indonesia mulai menerapkan strategi yang lebih terencana, terutama

dalam pengadaan pesawat terbangnya,. Strategi tersebut antara lain dengan

mengganti pesawat tuanya yang terdiri dari berbagai jenis dan tipe menjadi satu

merek utama di jajaran armadanya, yaitu menggunakan pesawat produksi

Boeing.12

Pada 2010, Garuda Indonesia membeli 24 pesawat baru untuk digunakan

dalam penerbangannya, yang terdiri dari 23 pesawat Boeing 737-800 Next

Generation dan satu pesawat Airbus 330-200.13 Dalam pengadaan pesawat-

pesawat tersebut, Garuda Indonesia melakukan perjanjian sewa guna usaha

(leasing) dengan lembaga keuangan asing. Jaminan yang diberikan Garuda

9Mariam Darus Badrulzaman, Serial Hukum Perdata Buku II: Kompilasi Hukum
Jaminan, cet.1, (Bandung: CV Mandar Maju, 2004), hal. 166.

10Angkutan Udara Niaga adalah angkutan udara untuk umum dengan memungut
pembayaran (Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan).

11Siprinus Edi Hardum, “Penumpang Pesawat Terus Naik, Jumlah Pesawat Akan
Bertambah”, Suara Pembaruan. (10 April 2011): 2.

12Loc cit.

13“Stakeholders’ Annual Meeting”, Garuda Magazine. (Juni 2011): 28.
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Indonesia sebagai lessee kepada lessor berupa jaminan fidusia atas tagihan

asuransi dan tagihan reasuransi dari asuransi pesawat yang menjadi objek jaminan

tersebut, karena berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999

tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut “UU No. 42 Tahun 1999”) yang

dapat dijadikan objek fidusia adalah benda bergerak baik yang berwujud maupun

yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak

dapat dibebani hak tanggungan. Namun demikian, dalam Pasal 3 huruf c UU No.

42 Tahun 1999 ditentukan bahwa UU No. 42 Tahun 1999 tidak berlaku terhadap

hipotik atas pesawat terbang.14

Notaris adalah pejabat umum yang menjalankan jabatannya tersebut

berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

(selanjutnya disebut “Undang-undang Jabatan Notaris”) dan Kode Etik Notaris.

Dalam UU No. 42 Tahun 1999, ditentukan bahwa akta jaminan fidusia harus

berupa akta notaris dan berbahasa Indonesia.15 Oleh karena itu, notaris berperan

dalam proses pembebanan jaminan fidusia sehubungan dengan pengadaan

pesawat terbang di Indonesia.

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas maka pokok

permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah ketentuan mengenai pembiayaan pengadaan pesawat udara di

Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku saat ini?

2. Bagaimanakah praktek jaminan fidusia yang dilakukan Garuda Indonesia

sehubungan dengan pengadaan armada pesawat udara mereka berdasarkan

peraturan yang berlaku saat ini?

3. Bagaimanakah peran notaris dalam praktek pembebanan jaminan fidusia

sehubungan dengan pengadaan pesawat udara di Indonesia?

14Indonesia (c), Undang-undang tentang Jaminan Fidusia, UU No. 42 Tahun 1999, LN
No. 168 Tahun 1999, TLN 3889, ps. 3.

15Ibid., ps. 5.
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1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan pokok permasalahan yang

disampaikan sebelumnya adalah:

1. Mengetahui ketentuan mengenai pembiayaan pengadaan pesawat udara di

Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku saat ini.

2. Mengetahui praktek jaminan fidusia yang dilakukan Garuda Indonesia

sehubungan dengan pengadaan armada pesawat udara mereka berdasarkan

peraturan yang berlaku saat ini.

3. Mengetahui peran notaris dalam praktek pembebanan jaminan fidusia

sehubungan dengan pengadaan pesawat udara di Indonesia.

1.4 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat

yuridis normatif dengan menggunakan jenis data sekunder. Penelitian yuridis

normatif berarti peneliian ini menekankan pada hukum positif yang berlaku di

Indonesia terutama norma tertulis seperti undang-undang, peraturan pemerintah

dan peraturan perundang-undangan lainnya serta doktrin hukum. Alat

pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi dokumen yang

dilakukan melalui data tertulis berupa data hasil olahan tangan pihak lain.16 Data

sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini mencakup:

a. bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan

mengikat kepada masyarakat.17 Bahan hukum primer yang dipergunakan

dalam penulisan tesis ini antara lain Kitab Undang-undang Hukum Perdata,

Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan, Undang-

undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta

Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah, Undang-undang Nomor 42

Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004

16 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet. 3, (Jakarta: Penerbit Universitas
Indonesia, 1986), hal. 21.

17 Ibid., hal. 52.
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tentang Jabatan Notaris, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang

Penerbangan, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2007 tentang Convention

on International Interests in Mobile Equipment (Konvensi tentang

Kepentingan Internasional dalam Peralatan Bergerak) serta Protocol to the

Convention on International Interests in Mobile Equipment on Matters

Specific to Air Craft Equipment (Protokol pada Konvensi tentang

Kepentingan Internasional dalam Peralatan Bergerak mengenai Masalah-

masalah Khusus Pada Peralatan Pesawat Udara), Convention on International

Interests in Mobile Equipment (Konvensi tentang Kepentingan Internasional

dalam Peralatan Bergerak), Protocol to the Convention on International

Interests in Mobile Equipment on Matters Specific to Air Craft Equipment

(Protokol pada Konvensi tentang Kepentingan Internasional dalam Peralatan

Bergerak mengenai Masalah-masalah Khusus Pada Peralatan Pesawat Udara),

dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2009 tentang

Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 47 (Civil Aviation Safety

Regulation Part 47) Tentang Pendaftaran Pesawat Udara (Aircraft

Registration) dan Staff Instruction Nomor SI 47-02 tentang Prosedur

Pencatatan Kuasa yang Tidak Dapat Dicabut Kembali Untuk Memohon

Penghapusan Pendaftaran dan Ekspor (IDERA);

b. bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai

bahan hukum primer.18 Bahan hukum sekunder yang dipergunakan adalah

buku, rancangan undang-undang, jurnal, artikel, penelusuran internet,

makalah, skripsi dan tesis;

c. bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus dan

ensiklopedi.19

Dalam penelitian ini, untuk melengkapi studi dokumen, dipergunakan pula

alat pengumpulan data yang lain yaitu wawancara dengan informan terkait seperti

pegawai dan konsultan hukum PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., konsultan

18 Ibid.

19 Ibid.
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hukum lessor, pegawai Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian

Perhubungan dan Notaris.

Berdasarkan sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu

penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin

tentang keadaan atau gejala sehingga dapat mempertegas hipotesa-hipotesa guna

memperkuat teori-teori yang sudah ada. Data yang disajikan dalam bentuk

kalimat, tidak dalam bentuk data statistik sehingga penelitian ini merupakan

bersifat kualitatif. Penelitian ini akan memberi gambaran yang jelas mengenai

praktek pembiayaan pengadaan pesawat udara Garuda Indonesia di Indonesia

berdasarkan peraturan yang berlaku saat ini dan praktek jaminan fidusia yang

dilakukan Garuda Indonesia sehubungan dengan pengadaan armada pesawat

udara mereka berdasarkan peraturan yang berlaku saat ini.

Tipe penelitian ini dilihat dari sudut dari sudut bentuknya, penelitian ini

termasuk penelitian evaluatif perskriptif karena penelitian ini memberikan

penilaian atas permasalahan mengenai pembiayaan pengadaan pesawat terbang di

Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku, praktek jaminan fidusia yang

dilakukan Garuda Indonesia sehubungan dengan pengadaan armada pesawat

udara mereka berdasarkan peraturan yang berlaku serta peran notaris dalam

praktek pembebanan jaminan fidusia sehubungan dengan pengadaan pesawat

terbang di Indonesia. Selanjutnya, penelitian ini bertujuan untuk memberikan

jalan keluar berupa saran untuk mengatasi permasalahan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari tiga bab. Tiap-tiap bab

akan memiliki sub-bab yang menjelaskan secara lebih rinci hal-hal yang dibahas.

Bab pertama berisi pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang

dilakukannya penelitian ini, perumusan pokok permasalahan yang mana dari

pokok permasalahan tersebut diketahui tujuan penelitian. Setelah itu dalam bab

pertama akan dijelaskan mengenai metode penelitian dalam sub-bab keempat.

Pada akhirnya dijelaskan mengenai sistematika penulisan dalam sub-bab kelima.

Praktek jaminan..., Andia Hastriani, FHUI, 2011
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Dalam bab kedua akan dibahas mengenai pokok penelitian ini yaitu

mengenai praktek jaminan fidusia sehubungan dengan pengadaan pesawat udara

di Indonesia. Sub-bab pertama dalam bab kedua dijelaskan mengenai

penggolongan pesawat udara sebagai benda bergerak. Pada sub-bab berikutnya

akan dibahas mengenai berlakunya dan hubungan antara Konvensi Cape Town,

Protokol Cape Town dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang

Penerbangan. Sub-bab ketiga akan membahas jaminan hutang dalam pembiayaan

pengadaan pesawat udara di Indonesia dan lembaga jaminan yang digunakan

dalam pengadaan pesawat udara termasuk di dalamnya dibahas tentang lembaga

jaminan secara umum. Dalam sub-bab keempat akan diuraikan mengenai praktek

skema pembiayaan leasing yang digunakan Garuda Indonesia untuk pengadaan

armadanya serta mengenai praktek jaminan fidusia, yaitu jaminan fidusia atas

tagihan asuransi dan tagihan reasuransi, sehubungan dengan leasing tersebut. Sub-

bab kelima menjelaskan mengenai peran notaris dalam praktek pembebanan

jaminan fidusia sehubungan dengan pengadaan pesawat udara di Indonesia.

Bab ketiga adalah bab penutup. Dalam bab terakhir ini akan diuraikan

tentang kesimpulan dari penelitian ini yang menjawab pokok yang menjadi

permasalahan dari penelitian ini. Hal tersebut diuraikan dalam sub-bab pertama

dalam bab ketiga. Sub-bab kedua dalam bab ketiga akan memuat saran-saran

sebagai solusi dari permasalahan dari penelitian ini.

Praktek jaminan..., Andia Hastriani, FHUI, 2011
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BAB II

PRAKTEK JAMINAN FIDUSIA SEHUBUNGAN DENGAN

PENGADAAN PESAWAT UDARA DI INDONESIA

2.1 Penggolongan Pesawat Udara Sebagai Benda Bergerak

Dalam banyak literatur, istilah yang berkenaan dengan pesawat udara

berbeda-beda. Istilah-istilah tersebut antara lain pesawat, pesawat udara dan

pesawat terbang. Dalam bahasa Inggris, istilah yang digunakan adalah “aircraft”,

yang jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia memiliki arti pesawat udara.

Istilah aircraft menurut Konvensi Chicago 1994 tentang Penerbangan Sipil

(Konvensi Chicago 1944) dalam lampirannya sebagaimana telah diubah pada 8

November 1967 memiliki arti sebagai berikut.

Aircraft is any machine that can derive support in the atmosphere from the
reactions of the air other than the reactions of the air against the earth’s
surface.20

Sedangkan dalam Konvensi Jenewa 1948 tentang Pengakuan Internasional

atas Hak-hak pada Pesawat Udara (Konvensi Jenewa 1948), pengertian “aircraft”

adalah sebagai berikut.

For the purposes of this Convention the term ‘aircraft’ includes the
airframe, engines, propellers, radio apparatus, and all other articles
intended for use in the aircraft whether installed therein or temporarily
separated therefrom.21

20International Civil Aviation Organization Convention, Chicago, 7 Desember 1944,
annex 6.

21Convention on the International Recognition of Rights in Aircraft, Geneva, 19 Juni
1948, ps. XVI.

Praktek jaminan..., Andia Hastriani, FHUI, 2011



 

Universitas Indonesia

12

Pengertian pesawat udara berdasarkan pasal tersebut dibatasi hanya pada pesawat

udara yang digunakan untuk angkutan udara sipil.22

Di Indonesia, pengertian pesawat udara dapat dilihat pada UU No. 1

Tahun 2009. “Pesawat udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di

atmosfer karena gaya angkat dan reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara

terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan.”23 Oleh karena itu,

pesawat terbang, helikopter, pesawat ultra light termasuk dalam ruang lingkup

pengertian pesawat udara. Roket dalam hal ini tidak termasuk dalam pengertian

pesawat udara karena roket terbang akibat reaksi udara terhadap permukaan bumi.

Selanjutnya, dalam UU No. 1 Tahun 2009 disebutkan pengertian pesawat terbang,

yaitu “pesawat udara yang lebih berat dari udara, bersayap putar yang rotornya

digerakkan oleh mesin.”24 Melihat dua pengertian di atas dapat disimpulkan

bahwa istilah pesawat udara memiliki pengertian yang lebih luas daripada pesawat

terbang.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) ditemukan

dua istilah yang berkaitan dengan benda yaitu “benda” (dalam bahasa Belanda

disebut “zaak”) dan “barang” (istilah bahasa Belandanya “goed”). Pada umumnya

yang dimaksud dengan benda adalah segala sesuatu yang dapat dikuasai manusia,

dapat dijadikan objek hak milik dan dapat dihaki.25 Sementara barang memiliki

pengertian yang lebih sempit karena bersifat konkrit dan berwujud. Konkrit dan

berwujud berarti dapat dilihat dan dapat diraba seperti buku, meja dan lainnya.26

Salah satu pembedaan benda dalam KUHPerdata adalah benda bergerak

dan benda tidak bergerak. Melihat pada sifatnya yang sering berpindah-pindah

maka pesawat udara dikategorikan sebagai benda bergerak, sehingga ketentuan

22Mieke Komar Kantaatmadja, Lembaga Jaminan Kebendaan Pesawat Udara Indonesia
Ditinjau dari Hukum Udara, cet. 1, (Bandung: Alumni, 1989), hal. 24.

23Indonesia (b), op. cit, ps. 1 angka 3.

24Ibid., ps. 1 angka 4.

25Kitab Undang-undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh R.
Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 33, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), ps. 499.

26Frieda Husni Hasbullah (a), Hukum Kebendaan Perdata Hak-hak yang Memberi
Kenikmatan Jilid 1, cet. 1, (Jakarta: Ind-Hil Co, 2002), hal. 19.
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yang mengaturnya adalah hukum perdata mengenai benda bergerak. Namun

demikian, untuk berbagai alasan dan kepentingan peraturan perundang-undangan

di banyak negara di dunia memberlakukan peraturan yang lazim digunakan pada

benda tidak bergerak terhadap pesawat udara. Hal ini telah membuat pesawat

udara memiliki status yang khusus. Melihat bahwa pembedaan kebendaan dalam

benda bergerak dan tidak bergerak sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan

perkembangan saat ini, banyak ahli hukum seperti Mariam Darus Badrulzaman27

dan Mieke Komar Kantaatmadja28 berpendapat bahwa pembedaan benda perlu

ditambah kriterianya menjadi benda terdaftar dan tidak terdaftar. Kriteria ini dapat

diterapkan baik untuk benda bergerak maupun benda tidak bergerak.

Pesawat udara di seluruh dunia termasuk di Indonesia harus didaftarkan.

Pesawat udara yang didaftarkan akan mendapatkan tanda pendaftaran

(registration mark). Pesawat udara yang didaftarkan pada suatu negara akan

mendapatkan tanda kebangsaan (nationality mark) yang ditandai dengan bendera

negara yang bersangkutan. Tanda kebangsaan ini akan menentukan hukum

nasional mana yang berlaku atas pesawat udara baik dalam lingkup hukum publik

maupun hukum perdata.

Secara internasional, perihal tanda pendaftaran dan tanda kebangsaan

pesawat udara diatur dalam Konvensi Chicago 1944. Seluruh negara anggota

Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (International Civil Aviation

Organization) mengakui status hukum pesawat udara sebagai benda bergerak

yang mempunyai kekhususan (sui generis). Beberapa negara termasuk Belanda,

Prancis dan Italia telah mengeluarkan hukum nasional yang mengatur pesawat

udara sebagai benda bergerak, namun diberlakukan kekhususan (sui generis)

terhadapnya.29

Berdasarkan teori-teori dan perkembangan saat ini, para ahli hukum

berpendapat bahwa pesawat udara dikategorikan sebagai benda bergerak terdaftar

27Lihat Badrulzaman, op. cit., hal. 142-143.

28Lihat Kantaatmadja, op. cit., hal 48-49.

29H. K. Martono (a), Pengantar Hukum Udara Nasional dan Internasional, (Jakarta: PT
Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 259-260.
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(registrable moveable property). J.P. Honig30 mengemukakan alasan pesawat

udara memiliki status yang khusus sebagai berikut.

a. Pada suatu pesawaat udara diberikan suatu tanda nasionalitas, disertai
kewajiban didaftarkan pada negara tertentu.

b. Untuk tujuan kepentingan perdata, pesawat udara tunduk pada
persyaratan dapat didaftarkan dalam suatu register umum yang bersifat
perdata.

c. Pada pesawat udara ditetapkan ketentuan khusus tentang perolehan
(acquisition) dan pengasingan (alienation) yang tidak berlaku pada
benda tidak terdaftar (benda bergerak lainnya).

d. Pesawat udara dapat dijaminkan dengan suatu hak tanggungan, seperti
hipotik atau mortgage.

e. Pesawat udara lazim tunduk pada pengaturan hukum tentang penahanan
dan penyitaan yang berlainan dengan benda bergerak lainnya.

f. Berlakunya hukum tentang bantuan (assistance) dan penyelamatan
(salvage) pesawat udara menimbulkan hak bersifat kebendaan yang
ditetapkan oleh undang-undang yang mempunyai hak mendahului hak
jaminan lain yang sudah terdaftar.31

Pendaftaran pesawat udara memiliki peran penting dalam hukum

internasional. Dengan didaftarkannya pesawat udara pada suatu negara maka

hukum negara dimana pesawat tersebut didaftarkan akan berlaku terhadap

pesawat tersebut. Dalam lingkup hukum publik internasional, dalam hal terjadi

pelanggaran atau kejahatan yang terjadi di dalam pesawat udara maka hukum

negara bendera pesawat (Flag State) akan berlaku. Selain itu, pendaftaran dan

kebangsaan pesawat udara juga mempunyai peran penting berkenaan dengan

sertifikat kelaikan udara (certificate of airworthiness), sertifikat kecakapan

(certificate of competency) dan lisensi personel awak pesawat udara sebagaimana

diatur dalam Konvensi Chicago 1944.32 Konsekuensi hukum dari berlakunya

hukum negara bendera pesawat bagi pemegang hak atas pesawat udara dalam

konteks hukum perdata internasional teramat penting karena berkaitan dengan

30Kantaatmadja, op. cit., hal. 49.

31Ibid.

32 Prof. DR. H. K. Martono, S.H., LL.M. (b), Hukum Penerbangan Berdasarkan UURI
No. 1 Tahun 2009 Bagian Pertama, (Bandung: CV Mandar Maju, 2009), hal.139-140.
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hak-hak kebendaan (rights in rem) yang melekat atau diletakkan pada suatu

pesawat udara.33

Namun demikian, dalam keadaan tertentu penerapan hukum Flag State

dapat dikecualikan. Keadaan-keadaan tertentu tersebut antara lain dalam hal

adanya tuntutan hukum mengenai biaya penyelamatan (rescue and salvage) dan

biaya pemeliharaan pesawat udara yang luar biasa (extraordinary maintenance).

Dalam hal ini yang berlaku adalah hukum negara dimana usaha penyelamatan dan

pemeliharaan itu dilakukan. Hukum negara dimana usaha penyelamatan dilakukan

akan mengatur mengenai penetapan urutan (ranking) hak-hak tersebut dan

tuntutan yang diistimewakan (privileges). Alasan dari pengecualian tersebut

adalah untuk memberikan jaminan hukum bahwa usaha penyelamatan yang

dilakukan di dan oleh suatu negara akan diberikan kompensasi dan tuntutan-

tuntutan atas biaya penyelamatan tersebut diberikan prioritas di atas tuntutan lain

yang berkaitan dengan pesawat tersebut.34

Di Indonesia, pengaturan mengenai kewajiban pendaftaran pesawat udara

diatur dalam Pasal 24 UU No. 1 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa setiap

pesawat udara yang dioperasikan di Indonesia wajib mempunyai tanda

pendaftaran. Tanda pendaftaran tersebut dapat berupa tanda pendaftaran Indonesia

atau tanda pendaftaran asing. Untuk mendapatkan tanda pendaftaran di Indonesia,

berdasarkan Pasal 25 UU No. 1 Tahun 2009, suatu pesawat udara sipil yang

didaftarkan di Indonesia harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. tidak terdaftar di negara lain; dan

b. dimiliki oleh warga negara Indonesia atau dimiliki oleh badan hukum

Indonesia;

c. dimiliki oleh warga negara asing atau badan hukum asing dan dioperasikan

oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia untuk jangka

waktu pemakaiannya minimal 2 (dua) tahun secara terus menerus berdasarkan

suatu perjanjian;

33 Kantaatmadja, op. cit., hal. 52.

34Ibid., hal. 55.
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d. dimiliki oleh instansi pemerintah atau pemerintah daerah, dan pesawat udara

tersebut tidak dipergunakan untuk misi penegakan hukum; atau

e. dimiliki oleh warga negara asing atau badan hukum asing yang pesawat

udaranya dikuasai oleh badan hukum Indonesia berdasarkan suatu perjanjian

yang tunduk pada hukum yang disepakati para pihak untuk kegiatan

penyimpanan, penyewaan dan/atau perdagangan pesawat udara.

Selanjutnya dalam Paragraf 47.5 Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan

Nomor KM 49 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil

Bagian 47 (Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2009)

ditambahkan bahwa untuk mendapatkan tanda pendaftaran, seluruh kewajiban

perpajakan sehubungan dengan impor pesawat udara ke Indonesia harus sudah

lunas serta seluruh asuransi sebagaimana disyaratkan Pasal 62 ayat 1 UU No. 1

Tahun 200935 telah dipenuhi.

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemilik pesawat udara atau

kuasanya dalam rangka pendaftaran pesawat udara adalah:

a. menunjukkan bukti kepemilikan atau penguasaan pesawat udara;

b. menunjukkan bukti penghapusan pendaftaran atau tidak didaftarkan di negara

lain;

c. memenuhi ketentuan batas usia pesawat udara yang ditetapkan oleh Menteri

Perhubungan;

d. bukti asuransi pesawat udara;

e. bukti terpenuhinya persyaratan pengadaan pesawat udara.36

Jika persyaratan di atas telah dipenuhi maka pesawat udara akan

mendapatkan tanda pendaftaran yang akan berlaku untuk masa tiga tahun.37

Setelah mendapatkan sertifikat pendaftaran Indonesia, pesawat udara akan

35 Setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara wajib mengasuransikan:
a. pesawat udara yang dioperasikan;
b. personel pesawat udara yang dioperasikan;
c. tanggung jawab kerugian pihak kedua;
d. tanggung jawab kerugian pihak ketiga; dan
e. kegiatan investigasi insiden dan kecelakaan pesawat udara.

36Indonesia (b), op. cit., ps. 26 ayat 1.

37Ibid., ps. 26 ayat 1 dan 2.
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mendapat tanda kebangsaan Indonesia. Tanda kebangsaan untuk pesawat udara

yang didaftarkan di Indonesia adalah “PK”. Setiap pesawat terbang, helikopter,

balon udara berpenumpang dan kapal udara (airship) yang telah mempunyai tanda

pendaftaran dan tanda kebangsaan Indonesia wajib dilengkapi dengan bendera

Indonesia.38 Kewajiban melengkapi bendera Indonesia pada pesawat udara yang

telah memiliki tanda pendaftaran dan tanda kebangsaan Indonesia menunjukkan

bahwa pesawat udara tersebut memiliki hubungan emosional dengan negara

Republik Indonesia, yang oleh hukum internasional akan menimbulkan hak dan

kewajiban dalam hal melakukan penerbangan internasional.39

Secara khusus, tata cara pendaftaran pesawat udara di Indonesia diatur

dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2009. Dalam

peraturan tersebut bahwa yang dapat mengajukan permohonan pendaftaran

pesawat udara adalah warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan

berdasarkan hukum negara Indonesia. Untuk dapat mengajukan pendaftaran,

pemohon harus menyertakan bukti kepemilikan pesawat udara yang dapat berupa

bukti pembelian (bill of sale) atau sertifikat/dokumen hibah (grant certificate)

atau dokumen lain yang dapat diterima oleh Direktur Jenderal Perhubungan

Udara.40 Sebagaimana dijelaskan dalam paragraf sebelumnya, Sertifikat

Pendaftaran akan diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara untuk

jangka waktu berlaku selama tiga tahun.

Sertifikat Pendaftaran yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal

Perhubungan Udara bukan merupakan bukti kepemilikan atas pesawat udara

sehubungan dengan setiap proses hukum yang menyangkut kepemilikan atas

pesawat udara. Direktur Jenderal Perhubungan Udara tidak menerbitkan bukti

kepemilikan atau mensahkan setiap informasi mengenai kepemilikan pesawat

udara dalam Sertifikat Pendaftaran. Direktur Jenderal Perhubungan Udara

menerbitkan Sertifikat Pendaftaran kepada pemohon yang merupakan pemilik

38Martono (b), op. cit., hal. 121.

39Ibid., hal 122.

40Departemen Perhubungan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Perhubungan tentang
Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 47 (Civil Aviation Safety Regulation Part 47)
tentang Pendaftaran Pesawat Udara (Aircraft Registration), Nomor KM. 49, Tahun 2009,
Lampiran par. 47.7-47.9
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pesawat udara berdasarkan bukti kepemilikan sebagaimana diatur dalam Paragraf

47.9 Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2009, yaitu

bill of sale atau grant certificate.41

Pasal 29 UU No. 1 Tahun 2009 mengatur mengenai ketentuan

penghapusan tanda pendaftaran pesawat udara. Dalam pasal tersebut diatur bahwa

penghapusan tanda pendaftaran pesawat udara dapat diajukan atas permintaan

oleh pemilik atau pihak yang diberi kuasa dalam hal telah berakhirnya perjanjian

sewa guna usaha (leasing), diakhirinya perjanjian yang disepakati para pihak,

pesawat udara akan dipindahkan pendaftarannya ke negara lain, pesawat udara

rusak total akibat kecelakaan, pesawat udara tidak digunakannya lagi, dengan

sengaja dirusak atau dihancurkan atau terjadi cidera janji (wanprestasi) oleh

penyewa pesawat udara tanpa putusan pengadilan. Selain itu, pendaftaran pesawat

udara juga dapat dihapus jika tidak dapat mempertahankan sertifikat

kelaikudaraan secara terus menerus selama tiga tahun.

2.2 Konvensi Cape Town, Protokol Cape Town dan UU No. 1

Tahun 2009

Konvensi Cape Town ditandatangani di Cape Town, Afrika Selatan pada

tanggal 16 November 2001 sebagai hasil konferensi diplomatik yang diprakarsai

oleh International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT) dan

International Civil Aviation Organization (ICAO). Konvensi tersebut

ditandatangani dengan menyadari adanya kebutuhan untuk memperoleh dan

menggunakan peralatan bergerak yang bernilai tinggi atau memiliki nilai ekonomi

yang sangat berarti serta untuk memfasilitasi pendanaan atas penguasaan dan

penggunaan peralatan semacam itu secara efisien.42 Konvensi tersebut bertujuan

41Ibid, par. 47.23.

42Convention on International Interests in Mobile Equipment, Cape Town, 16 November
2001.
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untuk membuat suatu perangkat hukum yang berlaku secara internasional dalam

rangka pengadaan pesawat udara.43

Selain Konvensi Cape Town, pada tanggal 16 November 2001 di Cape

Town juga ditandatangani Protocol to the Convention on International Interests

in Mobile Equipment on Matters Specific to Air Craft Equipment. Protokol Cape

Town ini ditandatangani mengingat pentingnya penerapan Konvensi Cape Town

dikarenakan konvensi tersebut berhubungan dengan peralatan pesawat udara.

Selain itu, kebutuhan untuk mengadaptasi Konvensi Cape Town guna

menyesuaikan dengan persyaratan-persyaratan khusus sehubungan dengan

pembiayaan pesawat udara dan guna memperluas ruang lingkup penerapan

konvensi tersebut dalam perjanjian penjualan peralatan pesawat udara.

Dalam Pasal 6 Konvensi Cape Town ditentukan bahwa Konvensi Cape

Town dan Protokol Cape Town harus dibaca dan ditafsirkan sebagai suatu

kesatuan perangkat. Dan dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara Konvensi

Cape Town dan Protokol Cape Town maka Protokol Cape Town yang berlaku.

Konvensi Cape Town merupakan suatu konvensi yang dibentuk dalam

rangka penyeragaman (standardize) secara universal transaksi pembiayaan yang

terkait dengan benda bergerak, khususnya pesawat udara dan mesin pesawat. Hal

ini disebabkan dalam transaksi pembiayaan dan penyewaan lintas negara kerap

ditemui masalah eksekusi (enforcement) dari objek jaminan. Dalam konteks

demikian dan untuk memfasilitasi cara pembiayaan yang didasarkan pada aset

(asset-based financing) dan leasing maka diatur ketentuan yang ada dalam

konvensi.44 Konvensi Cape Town mengatur ketentuan-ketentuan umum yang

berkaitan dengan hak kebendaan atau jaminan yang diakui secara internasional

43Indonesia (d), Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Convention on
International Interests in Mobile Equipment (Konvensi tentang Kepentingan Internasional dalam
Peralatan Bergerak) serta Protocol to the Convention on International Interests in Mobile
Equipment on Matters Specific to Air Craft Equipment (Protokol pada Konvensi tentang
Kepentingan Internasional dalam Peralatan Bergerak mengenai Masalah-masalah Khusus Pada
Peralatan Pesawat Udara), Perpres No.8 Tahun 2007, LN No. 39 Tahun 2007, konsiderans
‘menimbang’ huruf a dan b.

44Hikmahanto Juwana, Kewajiban Negara Mentransformasikan Ketentuan Perjanjian
Internasional ke Dalam Peraturan Perundang-undangan: Studi Kasus Pasca Keikutsertaan
Dalam Cape Town Convention, Jurnal Hukum Bisnis: Volume 28 Nomor 24 Tahun 2009, hal. 51-
57.
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atas beberapa jenis benda bergerak, di antaranya pesawat udara, kereta api dan

satelit. Hal-hal lain yang diatur dalam Konvensi Cape Town adalah mengenai

prosedur pengambilalihan barang modal oleh kreditur atau pemilik barang yang

disewagunakan dalam hal debitur atau lessee melakukan wanprestasi. Konvensi

Cape Town juga menciptakan lembaga-lembaga tertentu seperti otoritas

pendaftaran hak yang berlaku secara internasional (international registry

authority) dan lembaga pengawas dan pencatat sebagaimana diatur dalam Bab IV

Konvensi Cape Town.

Sedangkan dalam Protokol Cape Town diatur lebih rinci mengenai

peralatan pesawat udara secara khusus. Hal-hal tersebut misalnya mengenai

rangka pesawat, mesin-mesin pesawat serta helikopter yang mana ketiga hal

tersebut disebut sebagai “objek pesawat udara”. Protokol Cape Town mengatur

mengenai penjualan objek pesawat udara, upaya hukum dalam hal terjadinya

insolvensi termasuk memberikan alternatif-alternatifnya, pendaftaran kepentingan

internasional atas objek pesawat udara dan yurisdiksi hukum.

Indonesia meratifikasi Konvensi Cape Town melalui Peraturan Presiden

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2007. Dengan meratifikasi suatu konvensi

atau perjanjian internasional, suatu negara wajib untuk menterjemahkan dan

menerapkan perjanjian internasional tersebut ke dalam peraturan perundang-

undangan nasionalnya. Sehubungan dengan ratifikasi Konvensi Cape Town, UU

No. 1 Tahun 2009 merupakan perwujudan dari penterjemahan Konvensi Cape

Town ke dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam UU No. 1

Tahun 2009, ditentukan bahwa Konvensi Cape Town merupakan ketentuan

hukum khusus (lex spesialis).45 Hal ini berarti dalam hal terjadi pertentangan atau

perbedaan pengaturan antara ketentuan dalam Konvensi, Protokol atau Deklarasi

dengan peraturan perundang-undangan Indonesia maka ketentuan-ketentuan

dalam Konvensi, Protokol atau Deklarasi yang berlaku.46

Ruang lingkup berlakunya Konvensi Cape Town adalah terhadap debitur

yang berkedudukan di negara peserta Konvensi Cape Town pada saat

45Indonesia (b), op. cit., ps. 82.

46Thahir, op. cit., hal. 24.
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disepakatinya perjanjian yang menciptakan atau memberikan kepentingan

internasional. Dalam hal kreditur secara faktual tidak berkedudukan di negara

bukan peserta Konvensi Cape Town maka hal tersebut tidak mempengaruhi

keberlakuan Konvensi Cape Town.47

Berdasarkan Pasal 11 Konvensi Cape Town, debitur dan kreditur

dibebaskan untuk menentukan pengertian mengenai terjadinya wanprestasi atau

peristiwa-peristiwa yang dapat mengakibatkan timbulnya hak dan untuk

melakukan upaya pemulihan dalam hal terjadinya wanprestasi. Namun demikian,

apabila debitur dan kreditur tidak dapat menyepakati pengertian wanprestasi maka

wanprestasi diartikan sebagai peristiwa yang pada pokoknya menghilangkan hak-

hak kreditur yang sepatutnya didapat berdasarkan perjanjian.

Dalam hal terjadinya wanprestasi, para pihak dapat melakukan upaya

pemulihan (remedies) sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10

Konvensi Cape Town. Untuk pemberian hak jaminan kebendaan (security

agreement), penerima hak tagih (charge) sebagai kreditur, dengan persetujuan

pemberi hak tagih (chargor) selaku debitur dan dengan memperhatikan

pernyataan yang dibuat negara peserta, jika terjadi wanprestasi dapat melakukan

upaya pemulihan sebagai berikut:

a. Menguasai atau mengendalikan objek yang dibebani kepentingan

internasional;

b. Menjual atau menyewagunausahakan objek yang dibebani kepentingan

internasional;

c. Menerima pembayaran atau keuntungan dari pengelolaan objek yang

dibebani kepentingan internasional.48

Sedangkan untuk penjual bersyarat (conditional seller) dalam perjanjian

pengikatan hak bersyarat (title reservation agreement) atau pemberi sewa guna

usaha (lessor) dalam perjanjian sewa guna usaha (leasing agreement) apabila

terjadi wanprestasi maka upaya pemulihan yang dapat dilakukan adalah:

47 Convention on International Interests in Mobile Equipment, Cape Town, 16 November
2001, ps. 3.

48Ibid., ps. 8.
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a. Mengakhiri perjanjian dan menguasai atau mengendalikan objek yang

dibebani kepentingan internasional yang terkait; atau

b. Meminta pengadilan memberi penetapan untuk memberi kewenangan atau

perintah kepada penjual atau lessor untuk melaksanakan salah satu tindakan

tersebut.49

Berdasarkan pernyataan (declaration) yang dilakukan oleh pemerintah

Indonesia dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2007 bahwa semua upaya

pemulihan yang tersedia bagi kreditor berdasarkan Konvensi Cape Town tersebut

dapat dilaksanakan tanpa perlu tindakan pengadilan dan tanpa perlu

memberitahukan pengadilan. Selain upaya-upaya pemulihan tersebut, dalam

Konvensi Cape Town ditentukan bahwa kreditur dapat menetapkan upaya

pemulihan lainnya dalam perjanjian atau berdasarkan ketentuan hukum nasional

yang dipilih para pihak dalam perjanjian sepanjang hal tersebut tidak bertentangan

dengan ketentuan yang memaksa dari Konvensi Cape Town sebagaimana

ditentukan dalam Pasal 15 Konvensi Cape Town. Ketentuan-ketentuan yang

memaksa dimaksud adalah sebagai berikut:50

a. Kewajiban untuk melaksanakan pemulihan dengan cara bisinis yang layak;

b. Kewajiban untuk memberitahukan sebelumnya kepada orang-orang yang

berkepentingan sebelum melaksanakan pemulihan;

c. Setiap jumlah yang diterima sebagai hasil pelaksanaan upaya pemulihan akan

mengurangi kewajiban debitur kepada kreditur;

d. Apabila jumlah yang diterima kreditur melebihi kewajiban debitur dan biaya-

biaya yang layak, maka kelebihan tersebut wajib dikembalikan kepada orang-

orang yang berkepentingan dan membayar sisanya (jika ada) kepada debitur;

e. Pengadilan dalam mengabulkan permohonan kreditur wajib

mempertimbangkan apakah jumlah tagihan seimbang dengan nilai objek yang

dibebani kepentingan internasional;

f. Setiap saat setelah terjadi wanprestasi dan sebelum objek yang dibebani

kepentingan internasional dijual atau disewagunakan, maka dapat dilakukan

49Ibid., ps. 10.

50Thahir, op. cit., hal 32-33.
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pelunasan baik oleh debitur atau pihak lain. Apabila pelunasan dilakukan oleh

pihak lain selain debitur, maka pihak yang melakukan pelunasan tersebut

menggantikan hak-hak kreditur.

Hubungan antara Konvensi Cape Town dan Protokol Cape Town dengan

UU No. 1 Tahun 2009 dapat dilihat dalam BAB IX UU No. 1 Tahun 2009, yaitu

Pasal 71 sampai dengan Pasal 82. Bab tersebut mengatur mengenai kepentingan

internasional atas objek pesawat udara. Bab ini mengacu pada ketentuan-

ketentuan yang diatur dalam Konvensi Cape Town dan Protokol Cape Town.

Secara gamblang dapat dilihat dalam Pasal 82 UU No. 1 Tahun 2009 yang

menyatakan bahwa ketentuan dalam konvensi internasional mengenai kepentingan

internasional dalam peralatan bergerak dan protokol mengenai masalah-masalah

khusus pada peralatan pesawat udara, di mana Indonesia merupakan pihak

mempunyai kekuatan hukum di Indonesia dan merupakan ketentuan hukum

khusus (lex spesialis).

Dalam Pasal 71 UU No. 1 Tahun 2009, disebutkan bahwa objek pesawat

udara dapat dibebani dengan kepentingan internasional yang timbul akibat

perjanjian pemberian hak jaminan kebendaan, perjanjian pengikatan hak bersyarat

dan/atau perjanjian sewa guna usaha. Dalam penjelasan pasal tersebut, kita dapat

melihat pengertian masing-masing istilah yang digunakan, yaitu: 51

1. Objek pesawat udara.

Objek pesawat udara adalah rangka pesawat udara, mesin pesawat

udara, dan helikopter. Mesin pesawat udara yang dipasang pada rangka

pesawat udara disebut pesawat terbang.

a. Rangka pesawat udara adalah rangka pesawat udara (selain rangka

pesawat udara yang digunakan untuk dinas kemiliteran, bea cukai, atau

kepolisian) yang apabila dipasang mesin-mesin pesawat udara yang

sesuai pada rangka pesawat udara itu, disertifikasi oleh lembaga

penerbang yang berwenang untuk mengangkut:

(i) paling sedikit 8 orang termasuk awak pesawat; atau

(ii) barang-barang yang lebih dari 2.750 kg,

51Lihat penjelasan Pasal 71 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.
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beserta seluruh perlengkapan, komponen, dan peralatan yang terpasang

dimasukkan atau terkait (selain mesin pesawat udara) dan seluruh data

buku petunjuk dan catatan yang berhubungan dengan itu.

b. Mesin pesawat udara adalah mesin pesawat udara (selain mesin pesawat

udara yang digunakan untuk dinas kemiliteran, bea cukai, atau

kepolisian) yang digerakkan oleh tenaga propulsi jet atau turbin atau

teknologi piston dan:

(i) dalam hal mesin pesawat udara dengan propulsi jet, mempunyai

paling sedikit gaya dorong sebesar 1.750 lbs atau yang setara; dan

(ii) dalam hal mesin-mesin pesawat udara yang diberi tenaga oleh

turbin atau piston, mempunyai paling sedikit 550 tenaga kuda yang

digunakan untuk lepas landas rata-rata atau yang setara,

beserta seluruh modul dan perlengkapan, komponen dan peralatan lain

yang terpasang, dimasukkan atau terkait, dan seluruh data, buku petunjuk

dan catatan yang berhubungan dengan itu.

c. Helikopter adalah helikopter tertentu (yang tidak digunakan dalam dinas-

dinas militer, bea cukai, atau kepolisian) yang disertifikasi oleh lembaga

penerbangan yang berwenang untuk mengangkut:

(i) paling sedikit 5 orang termasuk awak, atau

(ii) barang yang lebih dari 450 kg,

beserta seluruh perlengkapan, komponen, dan peralatan yang terpasang,

dimasukkan atau terkait (termasuk rotor-rotor) dan seluruh data, buku

petunjuk, dan catatan yang berhubungan dengan itu.

Pengertian objek pesawat udara yang dapat dibebani kepentingan

internasional yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 2009 merupakan bagian dari

pengertian objek kepentingan internasional sebagaimana diatur dalam

Konvensi Cape Town. Menurut Pasal 2 ayat 3 Konvensi Cape Town, objek

kepentingan internasional adalah:

a. rangka pesawat udara, mesin pesawat udara dan helikopter;

b. lokomotif, gerbong serta unit dari rangkaian; dan

c. harta kekayaan yang ditempatkan di ruang angkasa.
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2. Kepentingan internasional.

Kepentingan internasional adalah suatu kepentingan yang diperoleh

kreditur yang timbul akibat perjanjian pemberian hak jaminan kebendaan,

perjanjian pengikatan hak bersyarat dan/atau perjanjian hak sewa guna usaha

yang tunduk pada konvensi tentang kepentingan internasional dalam

peralatan bergerak dan protokol mengenai masalah-masalah khusus pada

peralatan udara.

Dalam Konvensi Cape Town, kepentingan internasional adalah suatu

kepentingan menurut Pasal 752 dengan objek yang khas dapat diidentifikasi

sebagai objek seperti tercantum dalam ayat 3 dan ditetapkan dalam Protokol

yang:

a. diberikan oleh pihak pemberi hak tagih (chargor) berdasarkan suatu

pemberian hak jaminan kebendaan (security agreement);

b. dilekatkan pada seseorang yang merupakan penjual bersyarat

(conditional seller) berdasarkan suatu perjanjian pengikatan hak

bersyarat (title reservation agreement);

c. dilekatkan pada seseorang yang merupakan pemberi sewa guna usaha

(lessor) berdasarkan suatu perjanjian sewa guna usaha (leasing

agreement).53

52Suatu kepentingan ditetapkan sebagai suatu kepentingan internasional menurut
Konvensi ini apabila perjanjian yang menciptakan atau yang memberikan kepentingan tersebut:
a. dibuat secara tertulis;
b. berkaitan dengan objek dimana pemberi hak tagih (chargor), penjual bersyarat (conditional

seller) atau pemberi sewa guna usaha (lessor) memiliki kekuasaan penuh untuk
mengalihkannya;

c. memungkinkan suatu objek yang diidentifikasikan sejalan dengan Protokol Cape Town;
d. dalam hal pemberian hak jaminan kebendaan (security agreement), memungkinkan

ditentukannya kewajiban yang dijamin tanpa perlu menentukan jumlah atau nilai maksimum
yang dijamin (Pasal 7 Convention on International Interests in Mobile Equipment, Cape Town,
16 November 2001).

53 Convention on International Interests in Mobile Equipment, Cape Town, 16 November
2001, ps. 2.
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Agar tidak menimbulkan kerancuan maka Konvensi Cape Town memberikan

penegasan bahwa suatu kepentingan yang tergolong dalam ketentuan huruf a

tidak tergolong ketentuan huruf b dan c.54

3. Pemberian hak jaminan kebendaan (security agreement).

Pemberian hak jaminan kebendaan adalah suatu perjanjian dimana

pemberi hak jaminan kebendaan (chargor) memberikan atau menyetujui

untuk memberikan kepada penerima hak jaminan kebendaan (chargee) suatu

kepentingan (termasuk kepentingan kepemilikan) atas objek pesawat udara

untuk menjamin pemenuhan kewajiban yang terjadi atau yang akan terjadi

dari pemberi hak jaminan kebendaan atau pihak ketiga.

4. Perjanjian pengikatan hak bersyarat (title reservation agreement).

Perjanjian pengikatan hak bersyarat adalah suatu perjanjian penjualan

objek pesawat udara dengan ketentuan bahwa kepemilikan tidak akan beralih

sampai terpenuhinya persyaratan yang tercantum dalam perjanjian.

5. Perjanjian sewa guna usaha (leasing agreement).

Perjanjian sewa guna usaha adalah suatu perjanjian dimana seseorang

(pemberi sewa guna usaha/lessor) memberikan hak kepada orang lain

(penerima sewa guna usaha/lessee) untuk menguasai suatu objek pesawat

udara (dengan atau tanpa opsi untuk membeli) dengan kompensasi berupa

uang sewa atau pembayaran lainnya.

Perjanjian-perjanjian sebagaimana disebutkan di atas, yaitu perjanjian hak

jaminan kebendaan (security agreement), perjanjian pengikatan hak bersyarat

(title reservation agreement) dan perjanjian sewa guna usaha (leasing agreement)

dapat dibuat berdasarkan hukum yang dipilih oleh para pihak yang turut serta

dalam perjanjian tersebut. Hal ini berarti para pihak dapat memilih hukum yang

akan mengatur hak dan kewajiban kontraktual mereka berdasarkan perjanjian

tersebut dengan atau tanpa adanya titik taut antara hukum yang dipilih dengan

salah satu pihak pada perjanjian atau pelaksanaan kewajiban-kewajiban

berdasarkan perjanjian tersebut. Para pihak dalam perjanjian tersebut juga

diberikan kebebasan untuk memilih yurisdiksi pada pengadilan dari negara peserta

54Thahir, op. cit., hal.29.
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Konvensi Cape Town dan Protokol Cape Town dengan atau tanpa adanya titik

taut antara pengadilan yang dipilih dengan para pihak atau dengan transaksi yang

timbul dari perjanjian tersebut. 55

Selanjutnya diatur dalam Pasal 73 UU No. 1 Tahun 2009 bahwa dalam hal

perjanjian hak jaminan kebendaan, perjanjian pengikatan hak bersyarat dan

perjanjian sewa guna usaha dibuat dengan tunduk pada hukum Indonesia maka

perjanjian tersebut harus dibuat dalam akta otentik56 yang paling sedikit memuat

(i) identitas para pihak, (ii) identitas dari objek pesawat udara dan (iii) hak dan

kewajiban para pihak.

Pasal 74 UU No. 1 Tahun 2009 mengatur masalah IDERA (irrevocable

deregistration and export request authorization) atau kuasa yang tidak dapat

dicabut kembali untuk memohon penghapusan pendaftaran dan ekspor. Kuasa ini

adalah sebagaimana dimaksud dalam Konvensi Cape Town dan Protokol Cape

Town. Berdasarkan pasal ini, debitur dapat menerbitkan IDERA kepada kreditur

atas pesawat terbang atau helikopter yang telah memiliki tanda pendaftaran dan

tanda kebangsaan Indonesia. Kuasa atau IDERA tersebut harus dicatat oleh

Menteri dan tidak dapat dibatalkan tanpa persetujuan kreditur. Hal ini berarti

bahwa kreditur dapat mengajukan permohonan kepada Menetri Perhubungan

untuk melakukan penghapusan pendaftaran dan ekspor tersebut dalam hal debitur

cidera janji.57 Lebih lanjut diatur dalam UU No. 1 Tahun 2009 bahwa dalam hal

kreditur cidera janji, kreditur dapat meminta penetapan pengadilan negeri untuk

memperoleh tindakan sementara berdasarkan perjanjian hak jaminan kebendaan

(security agreement), perjanjian pengikatan hak bersyarat (title reservation

agreement) atau perjanjian sewa guna usaha (leasing agreement) tanpa didahului

pengajuan gugatan pada pokok perkara untuk melaksanakan tuntutannya di

55 Indonesia (b), op. cit., ps. 72.

56Akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk tertentu yang ditentukan
undang-undang, dibuat oleh pejabat umum yang berkuasa untuk itu dan dibuat di tempat di mana
dibuatnya (Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

57Indonesia (b), op. cit., ps. 75.
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Indonesia dan tanpa para pihak mengikuti mediasi yang diperintahkan oleh

pengadilan.58

Undang-undang No. 1 Tahun 2009 mengatur adanya tagihan-tagihan

tertentu yang memiliki prioritas terhadap tagihan dari pemegang kepentingan

internasional atas objek pesawat udara. Hal ini adalah sejalan dengan pernyataan

(declarataion) pemerintah Indonesia terhadap Konvensi Cape Town dan Protokol

Cape Town sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia

Nomor 8 Tahun 2007. Tagihan-tagihan dimaksud adalah:

a. hak karyawan perusahaan angkutan udara atas gaji yang belum dibayar yang

timbul sejak dinyatakan cidera janji menurut perjanjian pembiayaan atau

sewa guna usaha atas objek pesawat udara;

b. hak dari otoritas di Indonesia terkait dengan pajak atau tagihan lainnya yang

belum dibayar yang timbul dari atau terkait dengan penggunaan objek

pesawat udara, dan timbul sejak dinyatakan cidera janji menurut perjanjian

pembiayaan atau sewa guna usaha atas objek pesawat udara tersebut; dan

c. hak lainnya dari pihak yang memperbaiki objek pesawat udara yang berada

dalam penguasaannya sepanjang perbaikan tersebut mempunyai nilai tambah

bagi objek pesawat udara tersebut.59

2.3 Lembaga Jaminan dalam Pengadaan Pesawat Udara di Indonesia

2.3.1 Tinjauan Umum Hukum Jaminan

Dalam kehidupan ekonomi dan perdagangan sekarang ini, sulit

dibayangkan bahwa para pelaku usaha, seperti pemerintah, swasta baik

perorangan maupun badan hukum memiliki modal usaha yang cukup untuk

menjalankan usahanya. Oleh karena itu, para pelaku usaha tersebut memerlukan

bantuan modal atau dana dari pihak lain. Bantuan modal atau dana, pada

umumnya dapat diperoleh melalui lembaga keuangan, yaitu bank dan lembaga

58Ibid., ps. 79.

59Ibid., ps. 81.
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pembiayaan. Bank atau lembaga pembiayaan akan memberikan bantuan modal

atau dana tersebut dalam bentuk kredit. Dalam praktek perbankan saat ini, salah

satu persyaratan pada perjanjian kredit adalah harus ada agunan sebagai jaminan,

dengan maksud agar dapat digunakan untuk melunasi kredit kepada bank apabila

debitur wanprestasi.60

Jaminan diatur dalam dalam Buku II KUHPerdata karena jaminan

berkenaan erat dengan masalah benda dan hak kebendaan. Pada asasnya, Buku II

bermaksud mengatur mengenai benda dan hak kebendaan. Buku II KUHPerdata

bersifat tertutup dalam arti orang tidak bisa atas kehendaknya sendiri meniadakan,

mengurangi, menambah atau mengubah ketentuan yang mengatur mengenai

benda ini karena aturan mengenai benda dan hak kebendaan sudah pasti sehingga

tidak dapat disimpangi.61

Dalam Buku II KUHPerdata tidak diberikan suatu definisi tertentu

mengenai apa yang dimaksud dengan lembaga jaminan. Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata menyinggung masalah jaminan sebagai berikut.

Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak
bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian
hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perikatan perseorangan.62

Rumusan pasal tersebut menunjukkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh

seseorang dalam bidang harta kekayaan pasti akan membawa akibat terhadap

harta kekayaannya. Akibat yang dimaksud dapat berupa penambahan jumlah harta

kekayaan, atau bisa berupa pengurangan harta kekayaannya. Harta kekayaan

seseorang yang sudah ada dan yang baru akan ada akan selalu menjadi jaminan

bagi perikatan yang dilakukan orang tersebut.

Selanjutnya KUHPerdata menyatakan bahwa:

60Andia Hastriani, “Pesawat Udara Sebagai Jaminan Hutang Menurut Rancangan
Undang-undang Tahun 2005 Tentang Hipotik Atas Pesawat Udara (Suatu Tunjauan Yuridis),”
(Skripsi Sarjana Hukum, Universitas Indonesia, Depok, 2006), hal. 17.

61Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja (a), Seri Hukum Harta Kekayaan: Kebendaan
Pada Umumnya, cet.2, (Jakarta: Kencana, 2003), hal. 22.

62 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, op. cit., ps. 1131.
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kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang
yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu
dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang
masing-masing kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-
alasan yang sah untuk didahulukan.63

Berdasarkan Pasal 1132 KUHPerdata, setiap kreditur yang berhak atas

pemenuhan kewajiban dari perikatan yang terjadi, harus mendapatkan pemenuhan

kewajiban tersebut dari harta milik debitur secara bersama-sama tanpa ada yang

didahulukan atau secara proporsional yang dihitung berdasarkan besar piutang

masing-masing kreditur dibandingkan dengan piutang semua kreditur terhadap

harta debitur. Kreditur ini disebut kreditur konkuren.

Selain kreditur konkuren, ada dua macam kreditur yang lain yaitu kreditur

preferen dan kreditur pemegang hak kebendaan. Kreditur preferen merupakan

jenis kreditur sebagaimana diatur dalam Pasal 1138 KUHPerdata, yakni kreditur

yang oleh undang-undang mendapatkan pelunasan terlebih dahulu semata-mata

karena sifat piutangnya. Piutang-piutang istimewa tersebut diatur dalam Pasal

1139 KUHPerdata. Sedangkan kreditur pemegang hak kebendaan adalah kreditur

pemegang gadai, fidusia, hak tanggungan dan hipotik.

Dari uraian di atas bisa disarikan bahwa jaminan merupakan lembaga yang

mengatur perbuatan hukum yang berhubungan dengan masalah perjanjian hutang-

piutang, di mana ada benda bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat

digunakan sebagai pembayaran untuk pelunasan hutang debitur apabila ia tidak

sanggup membayarnya. Jadi, hukum jaminan mengatur tentang jaminan piutang

seseorang.64

Jaminan dapat dibagi menjadi jaminan umum dan jaminan khusus.

Jaminan umum merupakan jaminan yang timbul dari undang-undang. Jaminan

umum adalah jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditur dan

menyangkut seluruh harta kekayaan debitur.65 Hal ini berarti dalam jaminan

63 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, op. cit., ps. 1132.

64 J. Satrio (a), Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan, cet. IV, (Bandung: Citra
Aditya Bakti, 2004), hal.3.

65 Frieda Husni Hasbullah (b), Hukum Kebendaan Perdata Hak-Hak Yang Memberikan
Jaminan Jilid 2, cet.1, (Jakarta: Ind-Hil Co, 2002), hal.8.
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umum benda yang menjadi jaminan tidak ditunjuk secara khusus, jaminan ini

tidak diperuntukkan bagi kreditur tertentu dan apabila terjadi wanprestasi maka

hasil penjualan seluruh benda jaminan dibagi secara seimbang di antara para

kreditur sesuai dengan besar piutang masing-masing. Jaminan khusus merupakan

jaminan dalam bentuk penunjukan atau penyerahan barang tertentu secara khusus,

sebagai jaminan atas pelunasan kewajiban atau hutang debitur kepada kreditur

tertentu, yang hanya berlaku untuk debitur tertentu tersebut, baik secara

kebendaan maupun perorangan.66 Jaminan khusus yang timbul karena

diperjanjikan oleh debitur dan kreditur bisa berupa jaminan perorangan atau

jaminan kebendaan.

Pengertian jaminan perorangan menurut Prof. Dr. Sri Soedewi Masjchoen

Sofwan, S.H. adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada orang

tertentu dan hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu dan terhadap

harta kekayaan debitur secara umum.67 Ciri-ciri dari jaminan perorangan antara

lain:

a. mempunyai hubungan langsung dengan orang tertentu;

b. hanya bisa dipertahankan terhadap debitur tertentu;

c. seluruh harta kekayaan debitur menjadi jaminan pelunasan hutang, seperti

dalam perjanjian penanggungan;

d. menimbulkan hak perorangan yang mengandung asas keseimbangan

(konkuren);

e. jika terjadi kepailitan, hasil penjualan benda-benda jaminan dibagi secara

seimbang di antara para kreditur sesuai besar piutangnya.68

Jaminan kebendaan merupakan jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu

benda.69 Jenis jaminan kebendaan yang diatur dalam KUHPerdata adalah gadai

66Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja (b), Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak Istimewa,
Gadai dan Hipotik, cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 65.

67 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum
Jaminan Dan Jaminan Perorangan, cet.3, (Yogyakarta: Liberty Offset, 2003), hal.47.

68 Hasbullah (b), op. cit., hal.16.

69 Sofwan, op. cit., hal. 46.
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dan hipotik, sedangkan di luar KUHPerdata adalah jaminan fidusia dan Hak

Tanggungan. Jaminan kebendaan memiliki ciri-ciri yang antara lain adalah:

a. kreditur mempunyai hubungan langsung dengan benda jaminan;

b. merupakan hak yang mutlak atas suatu benda;

c. accessoir, yang berarti ada atau tidaknya dan sah atau tidaknya perjanjian

jaminan kebendaan tergantung pada perjanjian pokoknya;

d. selalu mengikuti benda jaminannya (droit de suite);

e. memberikan hak terdahulu kepada pemegangnya (droit de preference);

f. dapat dipindahtangankan;

g. dapat dipertahankan terhadap siapapun.70

Gadai diatur mulai dari Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160

KUHPerdata. Perumusan gadai menurut KUH Perdata adalah:

suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak,
yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau orang lain atas
namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang untuk
mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada
orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang
barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk
menyelamatkannya, setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus
didahulukan.71

Gadai memiliki ciri-ciri dari jaminan kebendaan pada umumnya. Namun

demikian, gadai juga memiliki sifat khusus yang di antaranya adalah:

a. tidak dapat dibagi-bagi (ondeelbaar), maksudnya dengan telah dilunasinya

sebagian hutang bukan berarti hapusnya sebagian hak gadai. Hal ini

ditentukan oleh Pasal 1160 KUH Perdata;

b. objek gadai yang berupa benda bergerak berada di bawah kekuasaan

kreditur. Hal ini merupakan syarat terpenting dari perjanjian gadai yaitu

inbezitstelling, yaitu melepaskan objek gadai dari kekuasaan debitur

70 Hasbullah (b), op. cit., hal.17.

71 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, op. cit., ps. 1150.
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(pemberi gadai) untuk diserahkan pada kreditur (penerima gadai),

sebagaimana diatur dalam Pasal 1152 ayat (2) KUH Perdata;

c. benda yang digadaikan merupakan jaminan pelunasan hutang, sehingga

kreditur hanya boleh menyimpan objek gadai, ia tidak boleh menggunakan,

menikmati atau memiliki objek gadai tersebut.

Lembaga jaminan lainnya yang dikenal dan diatur dalam KUHPerdata

adalah hipotik. Pengertian hipotik dapat ditemukan dalam Pasal 1162

KUHPerdata. Pasal tersebut mendefinisikan hipotik sebagai suatu hak kebendaan

atas benda-benda tak bergerak, untuk mengambil penggantian daripadanya bagi

pelunasan suatu perikatan. Dalam hipotik terdapat asas-asas dan sifat-sifat dari

hukum kebendaan sebagai berikut.72

a. Hipotik bersifat memaksa.

Sifat memaksa ini terlihat dari ketentuan yang menyatakan bahwa

hipotik hanya dapat dibebankan terhadap benda tidak bergerak, karena

terhadap benda bergerak dibebani dengan gadai atau fidusia. Hal ini diatur

dalam Pasal 1162 KUHPerdata. Ketentuan lain yang menunjukkan hipotik

bersifat memaksa adalah Pasal 1171 ayat (1) dan ayat (2) KUHPerdata, yang

menentukan bahwa pembebanan hipotik harus dilakukan dengan bentuk akta

otentik. Apabila pembebanan hipotik tidak dengan akta otentik maka hipotik

menjadi tidak sah. Hal ini juga berlaku bagi pembuatan surat kuasa

pemberian hipotik yang harus dibuat dengan akta otentik.

b. Hipotik Mengikuti Bendanya (Droit De Suite).

Pengaturan mengenai sifat droit de suite yang merupakan konsekuensi

dari sifat accesoir dari hipotik dapat dilihat dalam ketentuan KUHPerdata

yang menyatakan bahwa “benda-benda itu tetap dibebani dengan hak

tersebut, di dalam tangannya siapapun ia berpindah.”73 Dengan adanya sifat

droit de suite maka pemegang hipotik dilindungi oleh undang-undang, karena

ke mana pun hak hipotik itu beralih maka pemegang hak kebendaan tersebut

72 Muljadi dan Gunawan Widjaja (b), hal. 207.

73 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, op. cit., ps. 1163 ayat (2).
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berhak untuk menuntutnya kembali, dengan atau tanpa disertai dengan ganti

rugi.74

c. Hipotik Memiliki Sifat Mendahulu (Droit de Preference)

Sifat mendahulu merupakan sifat khas dari hak kebendaan,

sebagaimana diatur dalam Pasal 1132 KUHPerdata. Secara lebih khusus,

KUHPerdata menentukan bahwa (i) hak untuk didahulukan di antara para

kreditur terbit dari hak istimewa, dari gadai, dan dari hipotik;75 (ii) gadai dan

hipotik adalah lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal di

mana oleh undang-undang ditentukan sebaliknya.76 Yang dimaksud dengan

hak didahulukan dalam hal ini adalah hak bagi kreditur pemegang hipotik

untuk didahulukan dari kreditur-kreditur lain dalam mendapatkan uang

pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang dihipotikkan.

d. Hipotik Dapat Beralih (Dipindahtangankan).

Perjanjian hipotik merupakan pejanjian yang bersifat accessoir yang

berarti perjanjian tambahan dari perjanjian pokoknya. Dari sifat ini berarti

selama dan sepanjang perjanjian pokoknya memungkinkan untuk dialihkan

maka hipotik yang mengikuti perjanjian pokok tersebut ikut beralih.

Ketentuan pada KUHPerdata yang secara khusus mengatur tentang

pengalihan perikatan atau piutang yang dijamin adalah dalam Pasal 1172

yang merupakan ketentuan yang sifatnya khusus karena berbeda dari

ketentuan tentang pengalihan piutang pada umumnya. Sebagai contoh, dalam

piutang yang dibebani gadai tidak ditemukan ketentuan khusus yang

mengharuskan pengalihannya dibuat dalam suatu akta otentik.

e. Hipotik Bersifat Individual.

Pengertian dari asas individualiteit ialah bahwa yang bisa dimiliki

sebagai kebendaan adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat

74 Muljadi dan Gunawan Widjaja (b), op. cit., hal. 220.

75 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, op. cit., ps. 1133.

76 Ibid., ps. 1134 ayat (2).
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ditentukan terpisah.77 Hipotik tidak hapus dengan dibayarnya sebagian hutang

oleh debitur, hipotik hanya hapus apabila seluruh hutang telah dibayar lunas.

f. Hipotik Bersifat Menyeluruh.

Maksud dari hipotik bersifat menyeluruh adalah bahwa hipotik tidak

bisa diberikan dengan cara bagian per bagian karena perlekatan yang terjadi

atas benda yang dihipotikkan merupakan bagian dari pembebanan hipotik

sehingga hal tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.

Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1165 KUHPerdata.

g. Hipotik Tidak Bisa Dipisah-pisahkan.

Sifat ini juga dikenal dengan istilah onsplitbaarheid, yang berkaitan

dengan sifat menyeluruh hipotik sebagaimana diatur Pasal 1163 KUHPerdata.

Maksud dari pasal tersebut adalah bahwa terhadap suatu hutang yang

dibebankan hipotik atas beberapa benda yang berdiri sendiri, hipotik akan

tetap melekat pada seluruh objek tersebut termasuk setiap bagiannya, selama

dan sepanjang hutang tersebut belum dilunasi seluruhnya.

h. Asas Publisitas dalam Hipotik.

Hipotik lahir setelah dilakukannya pendaftaran dan pengumuman

pembebanan hipotik atas suatu benda dalam register-register umum, yang

mana jika hal tersebut tidak dilakukan maka suatu hipotik tidaklah

mempunyai sesuatu kekuatan apapun, bahkan terhadap kreditur-kreditur yang

tidak mempunyai ikatan hipotik.78 Melalui pendaftaran yang wajib dilakukan

ini, pemegang hipotik akan mendapatkan Grosse Akta79 sebagai tanda bukti

telah dilakukan pendaftaran. Akta hipotik tersebut memuat data-data yuridis

yang diperlukan sehubungan dengan pembebanan hipotik.

i. Asas Prioritas dalam Hipotik.

Asas prioritas merupakan akibat dari adanya asas publisitas. Maksud

dari asas prioritas dalam hipotik adalah bahwa hipotik memberikan pelunasan

77 Muljadi dan Gunawan Widjaja (b), op. cit., hal.214.

78 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, op. cit.,, ps. 1179.

79 Grosse Akta adalah salah satu salinan akta untuk pengakuan hutang dengan kepala akta
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, yang mempunyai
kekuatan eksekutorial (Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan
Notaris).
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mendahulu secara berjenjang antara para pemegang hipotik (kreditur) sesuai

dengan urutan pencatatannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1181

KUHPerdata.

j. Asas Spesialitas dalam Hipotik.

Dalam akta hipotik harus disebutkan secara rinci mengenai benda yang

dibebani hipotik termasuk wujudnya, ukuran, letak dan jenisnya. Maksud asas

ini adalah hipotik hanya bisa dilakukan atas benda yang ditunjuk secara

khusus. Hal ini sesuai dengan Pasal 1174 KUH Perdata.

k. Hipotik Bersifat Terbatas

Hipotik adalah hak kebendaan yang bersifat terbatas sehingga tidak

memberikan hak kebendaan penuh kepada pemegangnya. Hipotik hanya

memberikan hak pelunasan mendahulu bagi pemegangnya. Hal-hal yang

dapat dilakukan untuk mendapat pelunasan adalah dengan cara menjual

sendiri atau melalui pelelangan berdasarkan perintah pengadilan. Dari hasil

penjualan atau pelelangan benda yang dijadikan objek hipotik maka hutang

dapat dilunasi. Apabila masih terdapat sisa dari hasil penjualan atau

pelelangan tersebut maka pemegang hipotik tidak berhak menerima sisa hasil

itu. Sisa hasil penjualan dan pelelangan harus dikembalikan kepada pemberi

hipotik sebagai pemilik barang.

Di bidang hukum tanah, lembaga penjaminan yang berlaku adalah

lembaga Hak Tanggungan. Hak Tanggungan adalah:

hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah, berikut atau tidak
berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu,
untuk pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang
diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain.80

Hak Tanggungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang

Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan

Tanah (UU No. 4 Tahun 1996), yang merupakan pelaksanaan amanat dari

80Indonesia (e), Undang-Undang Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-
Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, UU No. 4 Tahun 1996, LN No. 42 Tahun 1996, TLN No.
3632, ps. 1 angka 1.
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok

Agraria (UU No. 5 Tahun 1960). Dengan berlakunya UU No. 4 Tahun 1996 maka

peraturan hipotik atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah

dalam KUHPerdata menjadi tidak berlaku lagi. Namun demikian, ketentuan

tentang hipotik masih berlaku atas kapal laut yang berukuran minimal dua puluh

meter kubik.

Objek dari Hak Tanggungan adalah hak-hak atas tanah, yaitu Hak Milik,

Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah Negara. Selain

itu, objek Hak Tanggungan adalah rumah susun yang bangunannya berada di atas

tanah Hak Milik, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atas Tanah Negara dan Hak

Milik Atas Satuan Rumah Susun yang bangunannya berada di atas tanah Hak

Milik, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atas Tanah Negara.81 Selain memiliki

ciri-ciri jaminan kebendaan pada umumnya, Hak Tanggungan juga memiliki ciri-

ciri khusus yang dapat dilihat di bawah ini.

a. Tidak dapat dibagi-bagi (ondeelbaar), akan tetapi ada pengecualian dari hal

ini yaitu dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 4 Tahun 1996 jo. Pasal 16 Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (UU No. 16 Tahun

1985). Pengecualian ini adalah apabila diperjanjikan dalam Akta Pemberian

Hak Tanggungan (APHT) bahwa pelunasan hutang bisa dibayar secara

angsuran, sehingga dilakukan apa yang dinamakan roya partial.

b. Pembebanan objek bisa dilakukan lebih dari satu kali, sebagaimana diatur

pada Pasal 5 ayat (1) UU No. 4 Tahun 1996.

c. Asas spesialitas, diatur pada Pasal 11 UU No. 4 Tahun 1996.

d. Asas publisitas, bahwa Hak Tanggungan wajib didaftarkan di Kantor

Pertanahan. Hal ini sesuai dengan Pasal 13 UU No. 4 Tahun 1996.

e. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya, yaitu dengan cara yang

dimungkinkan oleh undang-undang:

- parate executie, yaitu eksekusi atas kekuasaan sendiri yang dimiliki

pemegang Hak Tanggungan (kreditur) melalui pelelangan umum yang

diatur oleh Pasal 6 dan Pasal 11 ayat (2) huruf e UU No. 4 Tahun 1996;

81 Hasbullah (b), op. cit., hal. 150.
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- eksekusi berdasarkan titel eksekutorial, seperti yang ditentukan dalam

Pasal 14 ayat (2) UU No. 4 Tahun 1996;

- eksekusi dengan menjual objek Hak Tanggungan di bawah tangan,

sebagaimana diatur Pasal 20 ayat (2) UU No. 4 Tahun 1996.

Selain gadai, dalam praktek muncul pula jenis jaminan lain yaitu fiduciarie

eigendoms overdracht atau lebih dikenal dengan istilah “fidusia”. Fidusia muncul

karena adanya kebutuhan masyarakat akan suatu lembaga jaminan yang benda

jaminannya masih dapat dikuasai oleh pemiliknya karena benda tersebut

dibutuhkan untuk menjalankan usaha. Pembahasan mengenai jaminan fidusia

akan diuraikan dalam sub-bab berikut ini.

2.3.2 Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia pada awalnya berkembang melalui yurisprudensi karena

dalam KUHPerdata tidak terdapat ketentuan mengenai jaminan fidusia.

Yurisprudensi memegang peranan penting dalam mengembangkan lembaga

fidusia, yaitu dengan mengadakan penyesuaian antara hukum tertulis dengan

kebutuhan hukum dari masyarakat. Lembaga fidusia dengan metode penyerahan

secara constitutum possessorium ternyata telah mampu menutupi kekurangan

lembaga gadai selama ini.82

Perkembangan lembaga fidusia di Indonesia memang diawali melalui

yurisprudensi. Akan tetapi sejak 1999, telah diundangkan Undang-undang Nomor

42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pengertian fidusia menurut UU No. 42

Tahun 1999 adalah:

pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan
ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap
dalam penguasaan pemilik benda.83

Sedangkan pengertian jaminan fidusia adalah:

82Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., Jaminan Fidusia, cet. 2, (Bandung: PT Citra Aditya
Bakti, 2003), hal. 16.

83 Indonesia (c), op. cit., ps. 1 angka 1.
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hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak
berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat
dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam
pengusaan pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan hutang
tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima
Fidusia terhadap kreditur lainnya.84

Seperti halnya perjanjian gadai, jaminan fidusia juga mempunyai ciri-ciri

umum dari jaminan kebendaan. Selain itu jaminan fidusia juga memiliki ciri-ciri

khusus, yaitu:

a. penyerahan benda dilakukan atas dasar kepercayaan, yang berarti bahwa

debitur menyerahkan hak milik atas benda yang difidusiakan tidak

dimaksudkan untuk menjadikan kreditur pemilik atas benda tersebut.85 Akan

tetapi, benda bersangkutan hanyalah merupakan jaminan pelunasan hutang

sehingga apabila hutang telah lunas seluruhnya maka benda yang difidusiakan

akan kembali menjadi milik debitur;

b. constitutum possessorium86, hal ini merupakan syarat penting dari jaminan

fidusia yang berarti pengalihan hak milik atas suatu benda dengan melanjutkan

kekuasaan atas benda tersebut. Hal ini dilakukan dengan janji bahwa benda

yang dibebani fidusia secara fisik tetap dikuasai oleh debitur, sehingga yang

diserahkan kepada kreditur adalah hak yuridis dari benda tersebut;

c. asas publisitas, yang berarti bahwa benda yang dibebani fidusia wajib

didaftarkan;

d. asas spesialitas, bahwa perjanjian pemberian jaminan fidusia harus dibuat

dengan akta notaris;

e. dapat diberikan kepada lebih dari satu orang penerima fidusia;

f. tidak boleh ada fidusia ulang.

84 Ibid., ps. 1 angka 2.

85 Satrio (a), op. cit., hal. 160.

86Bandingkan pendapat J. Satrio dalam Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan
hal.160 dengan Munir Fuady dalam Jaminan Fidusia hal. 5.
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Dalam UU No. 42 Tahun 1999, terdapat asas-asas hukum jaminan fidusia

sebagai berikut:87

a. Asas bahwa kreditur penerima fidusia berkedudukan sebagai kreditur yang

diutamakan (droit de preference). Asas ini bisa ditemukan dalam Pasal 1 ayat

2 dan Pasal 27 UU No. 42 Tahun 1999. Memang dalam UU No. 42 Tahun

1999 tidak dijelaskan mengenai pengertian “kreditur yang diutamakan”,

namun dalam Pasal 27 undang-undang tersebut dijelaskan mengenai hak yang

didahulukan terhadap kreditur-kreditur lainnya, yang berarti penerima fidusia

berhak untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi objek

fidusia.

b. Asas droit de suite, yang berarti jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang

menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada,

sebagaimana diatur Pasal 20 UU No. 42 Tahun 1999. Hal ini menunjukkan

bahwa jaminan fidusia merupakan hak kebendaan, sehingga jaminan fidusia

dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Hak kebendaan jaminan fidusia

baru lahir pada tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia.

Dalam hal jaminan fidusia tidak dicatatkan pada buku daftar fidusia maka

jaminan fidusia bukan merupakan hak kebendaan dan akan memiliki karakter

hak perorangan.

c. Asas accessoir, yang berarti keberadaan jaminan fidusia ditentukan oleh

perjanjian utamanya. Mengenai sifat accessoir ini secara tegas disebutkan

dalam Pasal 4 UU No. 42 Tahun 1999. Dengan sifat ini, berarti hapusnya

jaminan fidusia juga bergantung dengan hapusnya hutang atau karena

pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh kreditur penerima jaminan fidusia.88

d. Asas bahwa jaminan fidusia dapat diletakkan atas hutang yang baru akan ada

atau kontinjen. Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf b UU No. 42 Tahun

1999, bahwa objek jaminan fidusia dapat berupa hutang yang akan timbul di

kemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu. Jaminan atas

87Dr. H. Tan Kamelo, S.H., M.S., Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang
Didambakan: Sejarah, Perkembangannya, dan Pelaksanaannya dalam Praktik Bank dan
Pengadilan, cet.1, (Bandung: PT Alumni, 2004), hal.157-170.

88Indonesia (c), op. cit., ps. 25.
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hutang yang akan ada berarti pada saat dibuatnya perjanjian jaminan fidusia,

hutang tersebut belum ada tetapi sudah diperjanjikan sebelumnya dalam

jumlah tertentu.89

e. Asas bahwa jaminan fidusia dapat dibebankan terhadap benda yang baru akan

ada, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 UU No. 42 Tahun 1999. Selain

terhadap benda yang baru akan ada, UU No. 42 Tahun 1999 juga

mengakomodasi pembebanan jaminan fidusia atas piutang yang baru akan

ada. Pengaturan ini dibuat untuk mengantisipasi perkembangan dunia bisnis

dan untuk menjamin kelenturan objek jaminan fidusia yang tidak terpaku

pada benda yang sudah ada.90

f. Asas spesialitas, yang ditemui dalam Pasal 6 UU No. 42 Tahun 199. Hal ini

mengatur bahwa dalam pemberian jaminan fidusia harus diuraikan secara

detil dan jelas mengenai subjek dan objek fidusia termasuk menguraikan

tentang nilai penjaminan, nilai objek fidusia dan nilai hutang.

g. Asas publisitas, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12 UU No. 42

Tahun 1999, pembebanan jaminan fidusia harus didaftarkan pada Kantor

Pendaftaran Fidusia.

h. Asas bahwa benda yang dijadikan objek jaminan fidusia tidak dapat dimiliki

oleh kreditur penerima fidusia sekalipun hal tersebut diperjanjikan. Hal ini

sesuai dengan Pasal 33 UU No. 42 Tahun 1999.

i. Asas prioritas yang berarti bahwa jaminan fidusia memberikan hak yang

mendahulu kepada penerima fidusia yang lebih dahulu mendaftarkan

pembebanan jaminan fidusia daripada kreditur yang mendaftarkannya

kemudian. Asas prioritas diatur dalam Pasal 28 UU No. 42 Tahun 1999.

j. Asas itikad baik (in good faith) yang diatur Pasal 1 angka 1 dan angka 2 UU

No. 42 Tahun 1999, yaitu bahwa pemberi fidusia dengan itikad baik tetap

menguasai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Dengan adanya asas

ini, diharapkan pemberi fidusia akan memelihara obyek jaminan, tidak

mengalihkan, menyewakan dan menggadaikannya kepada pihak lain.

89Kamelo, op. cit., hal. 165.

90Ibid., hal. 167.
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k. Asas bahwa jaminan fidusia mudah dieksekusi, sebagaimana diatur dalam

Pasal 15 dan Pasal 29 UU No. 42 Tahun 1999. Sertifikat fidusia memiliki titel

eksekutorial yang mencantumkan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa” sehingga menimbulkan konsekuensi yuridis

bahwa sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan yang sama dengan

putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Jaminan fidusia hanya dapat dijaminkan atas benda-benda bergerak dan

benda bukan tanah, seperti rumah sepanjang tidak dijadikan jaminan Hak

Tanggungan.91 Untuk mengetahui benda apa saja yang dapat dijadikan objek

jaminan fidusia, dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 2 dan 4, Pasal 9, Pasal 10 dan

Pasal 20 UU No. 42 Tahun 1999. Benda-benda yang dapat menjadi objek jaminan

fidusia adalah:92

a. benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum;

b. benda berwujud;

c. benda tidak berwujud, termasuk piutang;

d. benda bergerak;

e. benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan Hak Tanggungan

dan/atau hipotik;

f. benda yang terdaftar atau tidak terdaftar;

g. benda yang sudah ada atau benda yang baru akan ada;

h. hasil dari benda yang telah menjadi objek jaminan fidusia;

i. hasil klaim asuransi dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia;

j. benda persediaan.

Pembebanan jaminan fidusia harus dibuat dalam akta notaris dalam bahasa

Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 UU No. 42 Tahun 1999. Akta

notaris dimaksud harus memuat sekurang-kurangnya:93

91Hasbullah (b), op. cit., hal 56.

92Fuady, op. cit., hal. 23.

93Indonesia (c), op. cit., ps. 6.
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a. identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;

b. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;

c. uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;

d. nilai penjaminan; dan

e. nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Dari penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa dalam akta jaminan fidusia

harus menyebutkan tiga nilai, yaitu (i) nilai hutang, (ii) nilai penjaminan dan (iii)

nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Mengenai penyebutan nilai

hutang memang tidak disebutkan secara tegas dalam Pasal 6 UU No. 42 Tahun

1999. Namun demikian, jika kita melihat Pasal 6 huruf b UU No. 42 Tahun 1999

beserta penjelasannya, bisa disimpulkan bahwa data perjanjian pokok yang

biasanya merupakan perjanjian hutang-piutang akan menyebutkan nilai

hutangnya. Hal ini akan memperjelas dan menegaskan jumlah hutang yang

dijamin dengan pembebanan fidusia tersebut. Selain itu, dalam contoh akta

jaminan fidusia dari Ikatan Notaris Indonesia menyebutkan pula besarnya nilai

hutang pokok. Penyebutan nilai hutang ini adalah untuk menyesuaikan dengan

blangko format pernyataan pendaftaran jaminan fidusia yang dikeluarkan

Direktorat Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia.94 Nilai penjaminan menunjukkan berapa besar beban yang diletakkan

atas benda yang menjadi objek jaminan. Penyebutan nilai penjaminan diperlukan

untuk menentukan sampai seberapa besar kreditur penerima fidusia menjadi

kreditur preferen dalam mengambil pelunasan atas hasil penjualan benda jaminan

fidusia.95 Pencantuman nilai benda objek jaminan fidusia memang diperlukan

namun hal ini menjadi pertanyaan karena tidak dijelaskan dan ditentukan siapa

yang berhak memberi penilaian atas nilai benda tersebut. Masing-masing pemberi

fidusia sebagai debitur dan penerima fidusia sebagai kreditur dapat memberi

penilaian atas objek jaminan dan hal tersebut akan menjadi masalah apabila

terdapat perbedaan hasil penilaian. Hal lain yang dapat menjadi perdebatan adalah

94J. Satrio (b), Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia, cet. II, (Bandung: PT
Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 207.

95Ibid., hal. 209.
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saat mana yang digunakan untuk menjadi patokan penilaian objek jaminan.

Namun demikian, hal ini dapat diatasi jika para pihak dalam pembebanan jaminan

fidusia sepakat untuk menentukan besar nilai objek dan pada saat mana nilai

tersebut dibuat. Hal-hal tersebut harus diuraikan dalam akta jaminan fidusia agar

tidak terjadi kerancuan pemahaman di kemudian hari.

Asas publisitas merupakan salah satu asas dari jaminan fidusia. Maksud

dari Pasal 11 UU No. 42 Tahun 1999 adalah agar pihak ketiga mempunyai

kesempatan untuk mengetahui bahwa benda-benda tertentu terikat sebagai

jaminan untuk keuntungan kreditur tertentu, untuk suatu jumlah tertentu dan

dengan janji-janji tertentu.96 Dapat disimpulkan, bahwa pendaftaran jaminan

fidusia selain untuk kepastian hukum bagi kreditur, juga dimaksudkan agar

mempunyai akibat terhadap pihak ketiga. Pendaftaran ini dilakukan di tempat

kedudukan pemberi fidusia dan berlaku terhadap seluruh benda yang menjadi

objek jaminan fidusia dimanapun benda itu berada, termasuk di luar Indonesia.97

Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia98

yang terletak di tempat kedudukan pemberi fidusia dan dilakukan oleh penerima

fidusia atau kuasanya yang sah dengan menyertakan pernyataan pendaftaran

jaminan fidusia yang memuat:99

a. identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;

b. tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris

yang membuat akta jaminan fidusia;

c. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;

d. uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;

e. nilai penjaminan; dan

f. nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

96Ibid., hal. 245.

97Indonesia (c), op. cit., ps. 11.

98Ibid., ps. 12

99Ibid., ps. 13.
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Pendaftaran sebagaimana disebut di atas akan dicatat dalam Buku Daftar

Fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal

penerimaan permohonan pendaftaran fidusia.100 Selanjutnya, Kantor Pendaftaran

Fidusia akan menerbitkan Sertifikat Fidusia yang memiliki tanggal yang sama

dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran fidusia. Sertifikat Fidusia

yang memiliki titel eksekutorial101 ini merupakan salinan dari Buku Daftar

Fidusia yang memuat catatan dan keterangan yang sama sebagaimana terdapat

dalam pernyataan pendaftaran fidusia. Pendaftaran fidusia merupakan perbuatan

konstitutif yang melahirkan jaminan fidusia,102 sebagaimana ditentukan Pasal 14

ayat 3 UU No. 42 Tahun 1999.

Dengan Sertifikat Fidusia, yang dipegang oleh penerima fidusia, memiliki

titel eksekutorial maka dalam hal terjadinya wanprestasi, penerima fidusia dapat

melaksanakan eksekusi tanpa harus menunggu putusan pengadilan. Pasal 15 ayat

3 UU No. 42 Tahun 1999 membatasi kewenangan penerima fidusia untuk

melaksanakan eksekusi tersebut, yaitu penjualan objek jaminan fidusia, hanya jika

pemberi fidusia melakukan cidera janji.

Pasal 25 ayat 1 UU No. 42 Tahun 1999 mengatur bahwa jaminan fidusia

hapus karena:

a. Hapusnya hutang yang dijamin dengan fidusia.

Dengan hapusnya hutang yang dijamin dengan fidusia akan secara

otomatis menghapus jaminan fidusianya. Hal ini sebagai perwujudan asas

accessoir dari jaminan fidusia.

b. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia.

Ketentuan ini merupakan penjabaran prinsip hukum perdata yaitu dalam

hal undang-undang memberikan kepada yang bersangkutan suatu hak atau

100Ibid., ps. 14 ayat 1.

101Ibid., ps. 15.

102Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Seri Hukum Bisnis: Jaminan Fidusia, cet.3,
(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 148.
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perlindungan untuk kepentingannya maka yang bersangkutan bebas untuk

memanfaatkannya atau tidak.103

c. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 1381 KUHPerdata. Untuk

melindungi kepentingan penerima fidusia, pembuat undang-undang

merumuskan Pasal 25 ayat 2 juncto Pasal 10 huruf b UU No. 42 Tahun 1999.

Ditentukan dalam Pasal 25 ayat 2 UU No. 42 Tahun 1999, bahwa musnahnya

benda objek jaminan fidusia tidak menghapus hak penerima fidusia untuk

menerima hasil klaim asuransi atas benda tersebut.

2.3.3 Hipotik dan Jaminan Fidusia dalam Pengadaan Pesawat Udara di

Indonesia

Sebelum diundangkannya UU No. 1 Tahun 2009 maka lembaga jaminan

yang berlaku untuk pembebanan pesawat udara di Indonesia adalah lembaga

hipotik. Hal ini sesuai dengan Pasal 12 Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992

tentang Penerbangan (UU No. 15 Tahun 1992) yang mengatur bahwa pesawat

terbang dan helikopter yang memiliki tanda pendaftaran Indonesia dapat

dibebankan dengan hipotik dan pengaturan mengenai hipotik tersebut akan diatur

melalui Peraturan Pemerintah. Namun demikian, sampai dengan diundangkannya

UU No. 1 Tahun 2009 yang mencabut UU No. 15 Tahun 1992, Peraturan

Pemerintah tersebut tidak pernah dibentuk sehingga pada waktu tersebut atas

hipotik pesawat udara di Indonesia masih tetap berlaku ketentuan-ketentuan

hipotik dalam KUHPerdata.

Selama UU No. 15 Tahun 1992 masih berlaku, praktek pembebanan

hipotik atas pesawat udara di Indonesia jarang dilakukan karena banyak

mengalami kendala. Kendala yang dihadapi lembaga hipotik yang diterapkan pada

pesawat udara sebagai jaminan hutang adalah mengenai penggolongan pesawat

udara sebagai benda tidak bergerak, sebab pesawat udara berdasarkan sifatnya

yang dapat dipindahkan bisa dikategorikan sebagai benda bergerak. Berdasarkan

103Satrio (a), op. cit., hal. 179.
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sifatnya yang dapat dipindahkan, pesawat udara memang merupakan benda

bergerak. Namun demikian, pesawat udara juga mempunyai sifat khusus (sui

generis) yaitu harus didaftarkan. Hal ini membuat tidak semua ketentuan benda

bergerak berlaku terhadap pesawat udara. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan pada saat itu, yaitu UU No. 15 Tahun 1992,

pesawat udara dapat dikategorikan sebagai benda tidak bergerak. Pengategorian

pesawat udara sebagai benda tidak bergerak sebagaimana terjadi di Indonesia juga

terjadi di negara-negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental, yang

menyebabkan pesawat udara dapat dibebani hipotik.

Kendala lainnya adalah mengenai pendaftaran hipotik guna memenuhi

asas publisitas. Sebagaimana disyaratkan Pasal 1179 KUHPerdata, perjanjian

hipotik harus didaftarkan dalam daftar umum yang disediakan untuk maksud

tersebut, apabila pendaftaran tidak dilakukan maka hipotik yang dibuat tidak

mengikat para pihak yang terlibat. Di Indonesia tidak ada tempat yang secara

tegas ditunjuk baik oleh UU No. 15 Tahun 1992 maupun oleh peraturan-peraturan

lain sebagai tempat pendaftaran hipotik pesawat udara. Direktorat Jenderal

Perhubungan Udara RI selama ini hanya melakukan pencatatan atas suatu

perjanjian hipotik pesawat udara. Pencatatan hipotik ini berbeda dengan

pendaftaran hipotik sebagaimana dimaksud dalam KUHPerdata. Pasal 1186

KUHPerdata menyebutkan bahwa untuk melaksanakan suatu pendaftaran pihak

berpiutang (kreditur) atau pihak ketiga yang ditunjuk harus menyerahkan suatu

salinan akta (grosse akta) hipotik, akan tetapi dalam pencatatan hipotik pesawat

yang pernah dilakukan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara RI tidak

memberikan grosse akta. Hal ini membuat hipotik tidak memiliki kekuatan

eksekutorial dan mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi pihak kreditur104

khususnya dalam masalah pelunasan hutang apabila debitur wanprestasi.105

Pada akhirnya dapat dilihat bahwa selama ini pelaku usaha di bidang

industri penerbangan kurang berminat menggunakan lembaga hipotik atas

pesawat udara. Mereka lebih memilih cara leasing dan juga sewa-beli dalam

104 Lihat Pasal 1179 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

105Hastriani, op. cit., hal. 79.
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rangka pengadaan armada pesawat udara. Ketidaksempurnaan mengenai hal-hal

yang berkaitan dengan aturan hipotik pesawat udara menyebabkan praktek hipotik

pesawat udara di Indonesia tidak berjalan dengan sempurna dan kurang efektif.

Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan hipotik pesawat udara di Indonesia

belum sesuai dengan apa yang diamanatkan UU No. 15 Tahun 1992.106

Dengan diundangkannya UU No. 1 Tahun 1999 yang mencabut UU No.

15 Tahun 1992 maka hipotik bukan lagi merupakan lembaga jaminan atas pesawat

udara di Indonesia. Dalam UU No. 1 Tahun 2009 tidak diatur mengenai lembaga

jaminan yang dapat digunakan untuk pembebanan pesawat udara di Indonesia. Di

dalam undang-undang tersebut hanya memuat ketentuan mengenai kepentingan

internasional atas objek pesawat udara yang mengatur objek pesawat udara dapat

dibebani kepentingan internasional yang timbul akibat perjanjian hak jaminan

kebendaan (security agreement), perjanjian pengikatan hak bersyarat (title

reservation agreement) atau perjanjian sewa guna usaha (leasing agreement).

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1999 mengatur pesawat udara yang

didaftarkan di Indonesia dapat dibebankan dengan kepentingan internasional

berdasarkan perjanjian hak jaminan kebendaan, perjanjian pengikatan hak

bersyarat atau perjanjian sewa guna usaha, dan membebaskan para pihak di

dalamnya untuk memilih hukum yang digunakan dalam perjanjian tersebut.107

Dapat disimpulkan bahwa atas pesawat udara Indonesia bisa dibebankan jaminan

berdasarkan hukum negara manapun. Hal ini mempermudah perusahaan

penerbangan di Indonesia dalam melakukan pengadaan armada pesawatnya

karena untuk mendapat pinjaman dana dari pemilik dana, yang biasanya

merupakan lembaga keuangan asing, pemilik dana tersebut dapat menentukan

hukum mana yang berlaku dalam perjanjian dengan perusahaan penerbangan

Indonesia.

Melihat pada Pasal 72 dan Pasal 73 UU No. 1 Tahun 2009, yang

memungkinkan para pihak untuk membuat perjanjian hak jaminan kebendaan

berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, timbul pertanyaan mengenai

106Ibid., hal. 83.

107Indonesia (b), op. cit., ps. 72.
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bentuk lembaga jaminan apakah yang dapat diletakkan pada objek pesawat udara

berdasarkan hukum negara Indonesia? Dengan melihat pembahasan dalam sub-

bab sebelumnya, dapat diketahui bahwa ada empat jenis jaminan kebendaan yang

dikenal di Indonesia, yaitu gadai, hipotek, hak tanggungan atas tanah dan jaminan

fidusia. Gadai tentu saja tidak cocok untuk pembebanan hak jaminan dengan

objek pesawat udara, mengingat dalam gadai obyek gadai yang berupa benda

bergerak berada di bawah kekuasaan kreditur. Hak Tanggungan juga hanya

berlaku terhadap hak-hak atas tanah sebagaimana disebutkan dalam UU No. 4

Tahun 1996. Pasal 3 huruf c Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 menyebutkan

bahwa undang-undang tersebut tidak berlaku terhadap hipotik pesawat udara, dan

karenanya jaminan fidusia tidak bisa digunakan sebagai lembaga jaminan yang

dapat diletakkan pada objek pesawat udara. Selanjutnya, mengenai hipotik

pesawat udara sebelumnya diatur dalam UU No. 15 Tahun 1992 namun undang-

undang tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh UU No. 1 Tahun

2009. Oleh karenanya, dapat disimpulkan bahwa saat ini belum ada lembaga

jaminan di Indonesia untuk objek pesawat udara.

Dalam praktek pengadaan pesawat udara saat ini, banyak perusahaan

penerbangan yang menggunakan cara sewa guna usaha (leasing). Perjanjian sewa

guna usaha tersebut tunduk pada hukum yang dipilih oleh para pihak dan biasanya

hukum tersebut adalah bukan hukum Indonesia. Hal ini disebabkan belum adanya

peraturan khusus mengenai pengaturan mengenai perjanjian sewa guna usaha atas

pesawat udara. Dalam perjanjian sewa guna usaha itu pada umumnya disepakati

bahwa sebagai jaminan atas pembayaran sewa guna usaha dan/atau jaminan dalam

hal terjadi kecelakaan yang membuat rusak atau musnahnya pesawat maka pihak

lessor mensyaratkan lessee untuk menjaminkan tagihan asuransi dan tagihan

reasuransi atas pesawat bersangkutan.

Lembaga jaminan yang digunakan untuk penjaminan tagihan asuransi dan

tagihan reasuransi atas pesawat udara di Indonesia adalah jaminan fidusia.

Jaminan fidusia yang dibuat adalah berdasarkan hukum Indonesia karena debitur

adalah orang atau badan hukum Indonesia. Alasan lainnya adalah karena pada

umumnya asuransi dan reasuransi atas pesawat tersebut dilakukan dengan
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perusahaan asuransi di Indonesia. Alasan yang lebih penting adalah karena hal

tersebut disepakati oleh para pihak.

2.4 Perjanjian Sewa Guna Usaha dan Jaminan Fidusia dalam Pengadaan

Armada Pesawat Udara Garuda Indonesia

Garuda Indonesia adalah perusahaan penerbangan milik pemerintah

Indonesia dan merupakan maskapai penerbangan terbesar di Indonesia. Garuda

Indonesia saat ini melayani rute penerbangan domestik dan internasional, yang

mana rute domestik Garuda Indonesia mencakup seluruh pulau besar di Indonesia

sedangkan rute internasionalnya sampai ke benua Eropa. Sebagai pemegang izin

usaha angkutan udara niaga108 berjadwal (scheduled airline), Garuda Indonesia

harus memenuhi ketentuan Pasal 118 ayat 2 UU No. 1 Tahun 2009 yaitu

menguasai sekurangnya 10 (sepuluh pesawat) yang terdiri dari sekurangnya 5

(lima) pesawat yang dimiliki dan menguasai paling sedikit 5 (lima) pesawat

dengan jenis yang mendukung kelangsungan usaha sesuai dengan rute yang

dilayani.

Di antara maskapai penerbangan di Indonesia, Garuda Indonesia masih

menjadi pemain utama industri penerbangan di Indonesia. Selain memiliki jumlah

armada paling banyak, Garuda Indonesia memiliki fasilitas perawatan dan latihan

paling lengkap ditambah kesiapan sumber daya manusia yang lebih tinggi

dibanding maskapai lain. Saat ini Garuda Indonesia mulai menerapkan strategi

yang lebih terencana, terutama dalam pengadaan pesawat terbangnya. Strategi

tersebut antara lain dengan mengganti pesawat tuanya yang terdiri dari berbagai

jenis dan tipe menjadi satu merek utama di jajaran armadanya, yaitu

menggunakan pesawat produksi Boeing. 109

108Angkutan udara niaga adalah angkutan udara untuk umum dengan memungut bayaran

109Hardum, loc. cit.

Praktek jaminan..., Andia Hastriani, FHUI, 2011



 

Universitas Indonesia

51

Penggantian pesawat-pesawat oleh Garuda Indonesia tersebut dilakukan

dengan cara sewa guna usaha alias leasing. Ahli hukum Mariam Darus

Badrulzaman mendefinisikan leasing sebagai berikut.

Setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-
barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk suatu jangka
waktu tertentu berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala
disertai dengan hak pilih (optie) bagi yang bersangkutan atau
memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang
disepakati bersama.110

Dalam perjanjian sewa guna usaha pesawat udara, yang menjadi para pihak adalah

perusahaan leasing sebagai pemberi sewa guna usaha (lessor), perusahaan

penerbangan sebagai penerima sewa guna usaha (lessee) serta

perusahaan/lembaga keuangan yang memiliki dana, misalnya bank atau pemodal

lainnya, sebagai pemberi pinjaman (lender). Selain daripada itu, perjanjian sewa

guna usaha dapat dilakukan secara langsung antara lessor dan lessee.

Isi perjanjian leasing pesawat udara memuat ketentuan-ketentuan tentang

hak milik, besarnya pembayaran sewa guna usaha, jangka waktu, pemeliharaan,

asuransi serta ketentuan lainnya yang diperlukan para pihak seperti hak lessee

untuk mengoperasikan pesawat udara.111 Dalam leasing pesawat udara dikenal

macam-macam leasing yaitu dry lease, wet lease dan juga damp lease. Dry lease

adalah leasing tanpa awak pesawat udara, jadi perusahaan leasing sebagai lessor

hanya menyediakan armada pesawat udara sebagai obyek leasing. Sementara

dalam wet lease, di samping menyediakan armada pesawat lessor juga

menyediakan awak yang nantinya digunakan lessee dalam mengoperasionalkan

pesawat udaranya, mengurus perawatan pesawat dan asuransinya. Dalam dunia

penerbangan, hal ini dikenal dengan istilah “ACMI” (aircraft, complete crew,

maintenance and insurance). Damp lease merupakan kombinasi antara wet lease

dan dry lease.

Harga pesawat yang mahal membuat Garuda Indonesia menggunakan

skema pembiayaan leasing dalam pengadaan armadanya. Garuda Indonesia

110Badrulzaman, op. cit., hal. 151.

111 Kantaatmadja, op. cit., hal. 132.
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melakukan kerjasama dengan perusahaan leasing melalui perjanjian sewa guna

usaha. Perusahaan leasing akan membiayai pembelian pesawat tersebut dan

Garuda Indonesia selanjutnya akan mencicil kepada perusahaan leasing dalam

perolehan pesawat. Garuda Indonesia selaku penerima sewa guna usaha atau

lessee bekerja sama dengan perusahaan internasional yang bergerak di bidang

sewa guna usaha, yang akan bertindak sebagai pemberi sewa guna usaha atau

lessor, untuk memperoleh pesawat produksi Boeing.

Dalam skema pembiayaan leasing, pertama-tama Garuda Indonesia

melakukan perjanjian pembelian pesawat dengan Boeing selaku produsen

pesawat, yang kemudian perjanjian pembelian tersebut dialihkan oleh Garuda

Indonesia ke induk perusahaan sewa (leasing), sehingga induk perusahaan sewa

menjadi pemilik pesawat udara. Berdasarkan suatu perjanjian partisipasi

(participation agreement), yang dibuat oleh dan antara induk perusahaan sewa,

perusahaan sewa, pihak yang nantinya akan menjadi pemilik pesawat (secara

bersama-sama pihak-pihak ini disebut pihak pemberi sewa atau lessor party) dan

pihak pemberi dana (finance party) yang terdiri dari lembaga-lembaga keuangan

maka induk perusahaan sewa menunjuk suatu pihak sebagai pemilik pesawat

(owner). Pemilik pesawat kemudian membuat perjanjian sewa induk (head lease

agreement) dengan anak perusahaan (subsidiary) dari induk perusahaan sewa.

Selanjutnya dibuat perjanjian sewa intermediate (intermediate lease agreement)

antara anak perusahaan (subsidiary) dari induk perusahaan sewa dengan

perusahaan sewa, yang juga merupakan anak perusahaan dari induk perusahaan

sewa. Pada akhirnya, dibuatlah perjanjian sewa (lease agreement) antara

perusahaan sewa dan Garuda Indonesia. Pembelian pesawat ini dibiayai oleh

pihak pemberi dana.

Berikut adalah gambar skema dari penjabaran di atas:
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Lembaga Keuangan 1 (kreditur utama)

Lembaga Keuangan 2 (kreditur

pengganti dan agen untuk pinjaman yang

dijamin)

Lembaga Keuangan 3 (agen

administrasi untuk kreditur utama)

Lembaga Keuangan 4 (sebagai

indenture trustee)

Lembaga Keuangan 5 (Financing

Party )

Lembaga Keuangan 6 (sebagai

Security Trustee)

Boeing Induk Perusahaan Sewa

1. Perjanjian

pembelian

pesawat

2. Perjanjian

pengalihan

pembelian

pesawat

3. penunjukkan

pemilik

4. Perjanjian sewa induk

(head lease agreement)

5. Perjanjian sewa

intermediate

(intermediate lease

agreement)

6. Perjanjian sewa

guna usaha (lease

agreement)

Anak perusahaan

(subsidiary) induk

Perusahaan Sewa

Perusahaan

Sewa

Perjanjian Partisipasi

(Participation agreement)

Garuda

Indonesia

Pemilik pesawat
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Dalam perjanjian sewa guna usaha112 yang dibuat oleh Garuda Indonesia

dan perusahaan sewa, diatur mengenai hal-hal sehubungan dengan sewa guna

usaha tersebut seperti:

1. Definisi dan interpretasi.

Sebagaimana perjanjian pada umumnya, perjanjian sewa guna usaha

yang dibuat oleh Garuda Indonesia dengan perusahaan leasing juga memuat

definisi-definisi dan penggunaan dari istilah-istilah yang digunakan dalam

perjanjian.

2. Pernyataan dan jaminan dari penerima sewa guna usaha.

Dalam pengaturan ini, Garuda Indonesia sebagai lessee memberikan

pernyataan dan jaminan berkenaan dengan, antara lain, statusnya sebagai

badan hukum, kewajiban-kewajibannya, kuasa dan wewenang, tersedianya

dokumen-dokumen yang diperlukan dan disyaratkan untuk pelaksanaan

perjanjian, pilihan hukum yang disepakati, perpajakan, Konvensi Cape Town

dan lain-lain.

3. Pernyataan dan jaminan dari pemberi sewa guna usaha.

Berisi pernyataan dan jaminan perusahaan leasing sebagai lessor

sehubungan dengan statusnya sebagai badan hukum, kewajiban-

kewajibannya, kuasa dan wewenang, tersedianya dokumen-dokumen yang

diperlukan dan disyaratkan untuk pelaksanaan perjanjian dan Konvensi Cape

Town.

4. Persyaratan.

Mengatur tentang persyaratan yang harus dipenuhi sebelumnya

(conditions precedent), persyaratan yang harus dipenuhi setelahnya

(conditions subsequent) oleh lessee dan hak lessor untuk mengesampingkan

persyaratan.

5. Sewa guna usaha.

Mengatur bahwa lessor akan menyewakan pesawat kepada lessee dan

lessee akan menyewa pesawat dalam jangka waktu sewa guna usaha, dengan

112Aircraft Lease Agreement, dated 6 January 2009 between MSN 30143 Leasing
(France) SARL and PT Garuda Indonesia (Persero).
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memenuhi persyaratan dan ketentuan yang diatur dalam perjanjian sewa guna

usaha.

6. Penerimaan dan penyerahan.

Di sini diatur mengenai (i) bahwa lessee akan memenuhi ketentuan-

ketentuan dalam perjanjian pembelian pesawat dan tidak akan membuat

perubahan apapun terhadap perjanjian tersebut, (ii) pemeriksaan pesawat

sebelum dilakukannya penyerahan pesawat, (iii) sertifikat penerimaan, (iv)

pengiriman dan penyerahan pesawat, (v) pengiriman yang terlambat, (vi)

pembatalan perjanjian akibat pengiriman yang terlambat serta (vii) perizinan

yang diperlukan sehubungan dengan penyerahan pesawat.

7. Tanggung jawab penerima sewa guna usaha.

Mengatur mengenai tanggung jawab sewa guna usaha sehubungan

dengan pelaksanaan perjanjian.

8. Penggunaan secara diam-diam

Larangan mengenai penggunaan secara diam-diam pesawat udara yang

menjadi objek perjanjian dan tidak berlakunya Pasal 18 Konvensi Cape Town

diatur dalam pasal ini.

9. Biaya Sewa dan pembayaran lainnya.

Mengatur mengenai pembayaran biaya sewa dan biaya-biaya lainnya

yang harus dibayar lessee kepada lessor beserta tata cara pembayarannya.

10. Biaya pengeluaran dan indemnifikasi.

Mengatur mengenai biaya pengeluaran dan indemnifikasi sehubungan

dengan pelaksanaan perjanjian.

11. Perpajakan.

Mengatur tentang biaya-biaya pajak yang harus ditanggung masing-

masing pihak sehubungan dengan sewa guna usaha pesawat.

12. Tata cara pembayaran.

Mengatur mengenai tata cara pembayaran biaya sewa pesawat selama

jangka waktu sewa dan perhitungan biaya keterlambatan pembayaran.

13. Pernyataan umum.

Ditentukan mengenai pernyataan-pernyataan secara umum dari pihak

penerima sewa guna usaha sehubungan dengan pemberitahuan mengenai
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terjadinya kejadian yang tidak diinginkan, informasi, pemeriksaan dan

penyimpanan pesawat, kepemilikan dan keamanan pesawat serta berlakunya

Konvensi Cape Town.

14. Pernyataan sehubungan dengan operasional.

Ditentukan mengenai pernyataan-pernyataan dari pihak penerima sewa

guna usaha sehubungan dengan operasional penggunaan pesawat selama

masa sewa berlangsung.

15. Pemeliharaan dan perbaikan.

Diatur tentang pemeliharaan dan perbaikan pesawat selama masa sewa

yang ditanggung oleh lessee.

16. Hak dan pendaftaran.

Dalam pasal ini diatur tentang pendaftaran pesawat udara.

17. Jaminan supplier.

Jaminan dari supplier atau produsen badan pesawat (airframe) dan

mesin pesawat akan melekat pada lessee, pihak lessor dan pihak pemilik dana

sesuai perjanjian pemberian jaminan yang telah disepakati.

18. Asuransi

Diatur mengenai kewajiban lessee untuk mengasuransikan pesawat

udara113 yang dijadikan objek, termasuk reasuransinya dan broker asuransi

yang dipilih serta tata cara pembebanan asuransi dan pembayaran asuransi.

19. Kerugian seluruhnya.

Diatur mengenai hal-hal yang dilakukan dalam hal terjadinya kerugian

seluruhnya atas pesawat udara yang menjadi objek perjanjian.

20. Permintaan untuk penyewaan.

Dalam pasal ini diatur mengenai ketentuan-ketentuan apabila dilakukan

permintaan untuk menggunakan pesawat yang dijadikan objek perjanjian oleh

badan atau instansi pemerintah selama masa sewa maka tagihan requisition

113Perusahaan asuransi dapat menawarkan berbagai jenis asuransi penerbangan misalnya
all risk hull insurance, war risk hull insurance, all risk property insurance, spares and war risk
insurance, loss of use insurance, total loss insurance, passengers liability insurance, third party
legal liability insurance, aircrew insurance dan lain-lain. (Lihat Martono (b), op. cit., hal. 178-
179).
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tersebut menjadi hak lessee namun apabila terjadi perubahan struktur atas

badan pesawat maka tagihan requisition akan menjadi hak lessor.

21. Hak opsi dan penyerahan kembali.

Pada saat berakhirnya masa sewa, lessee diberi hak opsi oleh lessor

untuk membeli pesawat. Dalam hal lessee tidak menggunakan hak opsinya

maka objek perjanjian, yaitu pesawat, akan diserahakan kembali oleh lessee

kepada lessor.

22. Pengakhiran lebih awal.

Diatur mengenai hal-hal yang dapat mengakibatkan pengakhiran

perjanjian lebih awal dan akibat-akibatnya.

23. Wanprestasi.

Pasal ini mengatur mengenai hal-hal dan kejadian-kejadian yang

dianggap wanprestasi.

24. Akibat wanprestasi.

Diatur mengenai akibat-akibat yang timbul dalam hal terjadi

wanprestasi.

25. Pengalihan.

Dalam pasal ini diatur tentang syarat, hak dan kewajiban jika dilakukan

pengalihan oleh masing-masing pihak.

26. Pengaturan lebih lanjut.

Pasal ini antara lain mengatur tentang upaya pemulihan,

pengesampingan dan kerahasiaan.

27. Pemberitahuan.

Mengatur tentang keterangan-keterangan masing-masing pihak

sehubungan dengan pemberitahuan.

28. Hukum yang berlaku dan pelaksanaannya.

Pasal ini mengatur hukum yang berlaku dan yurisdiksi atas perjanjian

sewa guna usaha.

Dalam perjanjian sewa guna usaha antara Garuda Indonesia dan

perusahaan leasing ditentukan bahwa pesawat udara yang menjadi objek

perjanjian harus diasuransikan dan atas asuransi tersebut juga harus
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direasuransikan. Hal ini disyaratkan karena pesawat sebagai objek perjanjian

memiliki banyak resiko yang melekat padanya, antara lain:

1. berkurangnya nilai susut teknis suatu pesawat udara, karena penggunaan yang

terus menerus;

2. pesawat udara sangat peka terhadap berbagai bahaya dan kemungkinan

terjadinya kecelakaan yang disebabkan suatu hal yang tidak berkaitan

langsung dengan pesawat tersebut, misalnya cuaca buruk dan pembajakan;

3. pesawat udara selalu berpindah tempat yang menyulitkan eksekusi objek

jaminan;

4. terbatasnya pasar (market) untuk pesawat-pesawat bekas di negara

bersangkutan.114

Selanjutnya, diperjanjikan pula dalam perjanjian leasing oleh lessee dan

lessor dengan mengingat resiko-resiko yang melekat pada pesawat sebagaimana

disebutkan di atas maka sebagai jaminan atas perjanjian leasing dilakukan

pembebanan atas tagihan asuransi dan tagihan reasuransi tersebut. Pembebanan

sebagai objek jaminan atas tagihan-tagihan itu dilakukan berdasarkan hukum

Indonesia mengingat Garuda Indonesia, perusahaan asuransi serta objek jaminan

berada di Indonesia dan hal tersebut disepakati oleh para pihak.

Lembaga jaminan yang digunakan untuk pembebanan tagihan-tagihan di

atas adalah jaminan fidusia karena lembaga jaminan fidusia memiliki karakteristik

yang cocok untuk penjaminan tagihan asuransi dan tagihan reasuransi.

Berdasarkan Pasal 9 UU No. 42 Tahun 1999, dimungkinkan untuk piutang yang

baru akan ada menjadi suatu objek jaminan fidusia.115 Tagihan asuransi

merupakan piutang yang baru akan ada karena tagihan-tagihan tersebut baru

muncul jika terjadi suatu kejadian, misalnya kecelakaan, yang menyebabkan

pemegang polis asuransi bisa menagih untuk mendapat pembayaran dari

perusahaan asuransi. Demikian pula halnya dengan tagihan reasuransi. Perusahaan

114Kantaatmadja, op. cit., hal. 87-88.

115Ketentuan Pasal 9 UU No. 42 Tahun 1999 merupakan pasal penting dipandang dari
segi komersial. Hal ini menunjukkan UU No. 42 Tahun 1999 menjamin fleksibilitas yang
berkenaan dengan benda yang dapat dibebani jaminan fidusia (Widjaja dan Ahmad Yani, op. cit.,
hal.145).
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asuransi baru dapat menagihkan tagihan kepada perusahaan atau broker reasuransi

dalam hal terjadi suatu kejadian yang membuat perusahaan asuransi harus

membayar klaim asuransi kepada pemegang polis.

Dalam pembebanan jaminan fidusia atas tagihan asuransi antara Garuda

Indonesia, sebagai pemberi fidusia, dan perusahaan leasing, selaku penerima

fidusia, yang menjadi kewajiban yang dijamin adalah kewajiban pembayaran

secara tepat waktu dan sebagaimana mestinya oleh Garuda Indonesia berdasarkan

perjanjian sewa guna usaha dan, bilamana berlaku, berdasarkan setiap dokumen

terkait yang telah atau akan jatuh tempo, termasuk tetapi tidak terbatas pada uang

sewa (rent), imbalan-imbalan, biaya-biaya, pengeluaran serta jumlah uang apapun

yang setiap saat wajib dibayar oleh Garuda Indonesia kepada perusahaan

leasing.116 Hal ini adalah termasuk data mengenai perjanjian pokok sebagaimana

diatur Pasal 6 huruf b UU No. 42 Tahun 1999.

Kemudian objek jaminan fidusia adalah seluruh tagihan asuransi dan

tagihan requisition milik pemberi fidusia. Tagihan asuransi yang diperjanjikan

adalah setiap dan seluruh hak, hak kepemilikan, kepentingan, tagihan dan manfaat

terkait dengan setiap uang yang dibayarkan oleh setiap perusahaan asuransi yang

menerbitkan asuransi terkait dengan pesawat bersangkutan, yang saat ini atau

yang akan diperoleh oleh Garuda Indonesia selaku pemberi fidusia baik berupa

tagihan-tagihan, pengembalian premi untuk hal-hal tersebut dan atas setiap jumlah

tagihan asuransi yang ditagih oleh atau dibayarkan kepada pemberi fidusia oleh

perusahaan asuransi yang ada saat ini atau di masa yang akan datang berdasarkan

asuransi-asuransi yang sekarang ada atau yang akan datang yang terkait dengan

pesawat tersebut. Sedangkan tagihan requisition adalah setiap dan seluruh hak,

hak kepemilikan, kepentingan, tagihan dan manfaat dari Garuda Indonesia terkait

dengan dalam hal dilakukannya requisition terkait dengan pesawat yang ada saat

ini maupun di masa yang akan datang.117 Dapat dilihat dari penjabaran paragraf

ini bahwa yang menjadi objek jaminan fidusia adalah sesuai dengan ketentuan

116Lease Amendment Agreement, dated 19 April 2010, between MSN 30143 Leasing
(France) SARL and PT Garuda Indonesia (Persero), Schedule 2.

117Ibid.
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Pasal 9 UU No. 42 Tahun 1999 yaitu piutang yang saat ini ada maupun yang baru

akan ada di masa akan datang.

Pembebanan jaminan fidusia atas tagihan reasuransi dilakukan oleh

perusahaan asuransi yang mengeluarkan polis atas asuransi pesawat udara Garuda

Indonesia dan perusahaan leasing. Perusahaan asuransi sebagaimana dimaksud

bertindak sebagai pemberi fidusia sedangkan perusahaan leasing menjadi

penerima fidusia. Dalam perjanjian pemberian jaminan fidusia atas tagihan

asuransi, yang menjadi kewajiban yang dijamin adalah kewajiban pembayaran

secara tepat waktu dan sebagaimana mestinya oleh Garuda Indonesia berdasarkan

perjanjian sewa guna usaha dan, bilamana berlaku, berdasarkan setiap dokumen

terkait yang telah jatuh tempo termasuk tetapi tidak terbatas pada pembayaran

uang sewa, imbalan-imbalan, biaya-biaya, pengeluaran serta jumlah uang apapun

yang setiap saat wajib dibayar oleh Garuda Indonesia kepada perusahaan

leasing.118 Objek jaminan fidusia dalam pembebanan tersebut adalah setiap dan

seluruh hak, hak kepemilikan, kepentingan, tagihan dan manfaat terkait dengan

setiap uang yang dibayarkan oleh setiap perusahaan reasuransi yang menerbitkan

reasuransi terkait dengan pesawat yang diasuransikan, yang saat ini atau yang

akan diperoleh oleh perusahaan asuransi selaku pemberi fidusia, baik berupa

tagihan-tagihan, pengembalian premi untuk hal-hal tersebut dan atas setiap jumlah

tagihan reasuransi yang ditagih oleh atau dibayarkan kepada perusahaan asuransi

selaku pemberi fidusia oleh perusahaan reasuransi yang ada saat ini atau di masa

yang akan datang berdasarkan reasuransi-reasuransi yang ada saat ini atau akan

datang yang terkait dengan pesawat yang diasuransikan.119

Dalam masing-masing perjanjian jaminan fidusia atas tagihan asuransi dan

tagihan reasuransi berkenaan dengan pengadaan pesawat udara Garuda Indonesia

disebutkan mengenai (i) nilai hutang (nilai kewajiban yang dijamin), (ii) nilai

penjaminan dan (iii) nilai objek jaminan. Hal ini guna memenuhi ketentuan dalam

UU No. 42 Tahun 1999.

118Ibid., Schedule 3.

119Ibid.
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Pembebanan jaminan fidusia ini harus dibuat dalam akta notaris dan

berbahasa Indonesia, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 5 ayat 1 UU No. 42

Tahun 1999. Pihak penerima fidusia dalam hal ini adalah perusahaan sewa guna

usaha asing, sehingga dalam prakteknya biasanya mereka memiliki konsultan

hukum di Indonesia yang akan menyiapkan terjemahan dalam bahasa Inggris atas

akta jaminan fidusia tersebut. Seringkali terjadi perusahaan leasing asing tersebut

memberikan surat kuasa khusus kepada konsultan hukum mereka di Indonesia

untuk menandatangani akta jaminan fidusia.

Selain ditandatanganinya akta jaminan fidusia, Garuda Indonesia juga

akan menandatangani kuasa yang tidak dapat dicabut kembali untuk memohon

penghapusan pendaftaran dan ekspor atau IDERA (irrevocable deregistration and

export request authorization). Kuasa ini adalah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 74 UU No. 1 Tahun 2009, Konvensi Cape Town dan Protokol Cape Town,

yang memungkinkan perusahaan leasing sebagai kreditur untuk dapat mengajukan

permohonan kepada Menetri Perhubungan untuk melakukan penghapusan

pendaftaran dan ekspor tersebut dalam hal Garuda Indonesia cidera janji.

Penandatanganan akta jaminan fidusia dan IDERA merupakan sebagian

dari persyaratan yang harus dipenuhi (conditions precedent) oleh Garuda

Indonesia sebelum perusahaan leasing melakukan pengiriman dan penyerahan

pesawat (delivery). Selanjutnya, konsultan hukum perusahaan leasing akan

membuat pendapat hukum (legal opinion) yang pada intinya menyebutkan bahwa

conditions precedent sudah dipenuhi dan karenanya dapat dilakukan pengiriman

pesawat.

Setelah dilakukan penandatanganan akta jaminan fidusia maka harus

dilakukan pendaftaran jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia yang berada

di tempat kedudukan pemberi fidusia, sebagaimana diatur Pasal 11 UU No. 42

Tahun 1999. Pendaftaran ini dilakukan oleh penerima fidusia dengan

melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia. Namun pada prakteknya,

seringkali penerima fidusia memberikan kuasa kepada notaris untuk melakukan

pendaftaran fidusia. Hal ini dibolehkan karena Pasal 13 ayat 1 UU No. 42 Tahun

1999 diatur pendaftaran fidusia dapat dilakukan oleh penerima fidusia atau

wakilnya atau kuasanya. Hal-hal yang harus disebutkan dalam pernyataan
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pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana diatur Pasal 13 ayat 2 UU No. 42 Tahun

1999 telah diuraikan dalam sub-bab 2.3.2.

Tata cara pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya

Pembuatan Akta Fidusia (PP No. 86 Tahun 2000). Dalam Pasal 2 PP No. 86

Tahun 2000 diatur sebagai berikut:120

a. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dibuat secara tertulis dan diajukan

kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan melampirkan

pernyataan pendaftaran jaminan fidusia.

Permohonan ini digunakan sebagai surat pengantar kepada Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia yang oleh dibuat pihak yang melakukan

pendaftaran yaitu penerima fidusia atau kuasanya atau wakilnya.121 Kuasa di

sini berarti pihak yang menerima pelimpahan wewenang berdasarkan surat

kuasa dari penerima fidusia, misalnya notaris atau pegawai kantor notaris

yang mendapat kuasa dari penerima fidusia. Sedangkan wakil berarti pihak

yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berwenang untuk

melakukan pendaftaran jaminan fidusia, misalnya Direksi dari perusahaan

penerima fidusia.

Pernyataan pendaftaran jaminan fidusia dibuat dengan mengisi formulir

yang bentuk dan isinya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia.122 Dalam pernyataan pendaftaran tersebut terdapat kolom

mengenai bukti hak atas objek jaminan fidusia, yang mana dalam prakteknya

harus dilampirkan pada pernyataan pendaftaran jaminan fidusia. Bukti hak

atas objek jaminan fidusia harus disiapkan oleh pemberi fidusia dan

ditandatangani oleh pihak pemberi fidusia. Asli bukti hak harus diserahkan

kepada Kantor Pendaftaran Fidusia. Pada prakteknya, Kantor Pendaftaran

Fidusia akan meminta bukti hak sebagaimana disebut di atas dicetak di atas

120Indonesia (f), Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia
dan Biaya Pembuatan Akta Fidusia, PP No. 86 Tahun 2000, LN No. 170, TLN No. 4005, ps. 2.

121Ibid., ps. 2 ayat 2.

122Ibid., ps. 2 ayat 5.
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kertas dengan kop surat pemberi fidusia atau dicap dengan cap pemberi

fidusia sebagai bukti keasliannya.

b. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dikenakan biaya yang besarnya

ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah tersendiri mengenai Penerimaan Negara

Bukan Pajak (PNBP).

Besarnya PNBP untuk pendaftaran jaminan fidusia adalah berbeda-beda

yang ditentukan berdasarkan besarnya nilai penjaminan. Saat ini Peraturan

Pemerintah yang mengatur tentang PNBP sehubungan dengan pendaftaran

jaminan fidusia adalah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009 tentang

Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada

Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

c. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilengkapi dengan (i) salinan akta

notaris tentang pembebanan jaminan fidusia, (ii) surat kuasa atau surat

pendelegasian wewenang untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia dan

(iii) bukti pembayaran PNBP pendaftaran jaminan fidusia.123

Apabila persyaratan pendaftaran jaminan fidusia sudah lengkap maka

Kantor Pendaftaran Pendaftaran sebagaimana disebut di atas akan dicatat dalam

Buku Daftar Fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia pada tanggal yang sama

dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran fidusia. Dengan

dilakukannya pendaftaran ini maka jaminan fidusia telah lahir. Selanjutnya,

Kantor Pendaftaran Fidusia akan menerbitkan Sertifikat Fidusia yang memiliki

tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran fidusia.

Penerbitan Sertifikat Fidusia dan penyerahannya kepada pemohon dilakukan pada

tanggal yang sama dengan tanggal pencatatan permohonan pendaftaran jaminan

fidusia.124 Namun demikian, pada prakteknya Sertifikat Fidusia baru dapat

diambil oleh penerima fidusia dari Kantor Fidusia 30 hari setelah tanggal

pencatatan sebagaimana dimaksud. Hal ini dapat menghambat perusahaan

penerbangan dan perusahaan leasing karena perolehan Sertifikat Fidusia bisa

123Ibid., ps. 2 ayat 4.

124Ibid., ps. 4 ayat 2.
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menjadi syarat yang harus dipenuhi sebelumnya (condition precedent) agar

pesawat dapat diserahkan dari perusahaan leasing kepada perusahaan

penerbangan.

2.5 Peran Notaris dalam Pembebanan Jaminan Fidusia Sehubungan

dengan Pengadaan Pesawat Udara di Indonesia

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik

dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor

30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU No. 30 Tahun 2004).125 Kewenangan

lain yang dapat dilakukan oleh notaris adalah:126

a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah

tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (dalam praktek dikenal dengan

istilah legalisasi);

b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku

khusus (dalam praktek dikenal dengan istilah waarmerken);

c. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang

memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang

bersangkutan (copie collationele);

d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;

e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;

f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau

g. membuat akta risalah lelang.

Selain kewenangan yang disebutkan di atas, notaris juga diberi kewenangan

lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan,127 contohnya

adalah kewenangan membuat akta jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam UU

No. 42 Tahun 1999.

125 Indonesia (g), Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris, UU No. 30 Tahun 2004, LN
No. 117 Tahun 1996, TLN No. 4432, ps. 1 angka 1.

126Ibid., ps. 15 ayat 2.

127Ibid., ps. 15 ayat 3.
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Dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan fidusia, notaris memiliki

peran sentral karena dalam UU No. 42 Tahun 1999 ditentukan bahwa akta

pembebanan jaminan fidusia harus dibuat dalam akta notaris.128 Isi akta notaris

untuk pembebanan jaminan fidusia juga telah ditentukan oleh UU No. 42 Tahun

1999. Namun demikian, isi yang ditentukan tersebut merupakan syarat minimal

sehingga bentuk akta notaris pembebanan jaminan fidusia tetap harus mengikuti

bentuk sebagaimana ditentukan oleh UU No. 30 Tahun 2004.

Syarat minimal isi akta jaminan fidusia sesuai dengan ketentuan Pasal 6

UU No. 42 Tahun 1999 adalah:129

a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia.

Dalam akta notaris pembebanan jaminan fidusia, ada hal yang berbeda

mengenai uraian penghadap. Pasal 38 ayat 3 UU No. 30 Tahun 2004

keterangan mengenai identitas penghadap meliputi: (i) nama lengkap, (ii)

tempat dan tanggal lahir, (3) kewarganegaraan, (iii) pekerjaan atau jabatan

atau kedudukan, (iv) tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang

mereka wakili, sedangkan dalam penjelasan Pasal 6 UU No. 42 Tahun 1999

yang dimaksud dengan “identitas” adalah meliputi juga agama. Pencantuman

agama dalam keterangan mengenai penghadap dalam akta jaminan fidusia

dirasa kurang relevan. Penyebutan agama dari pihak yang terlibat dalam

pembebanan jaminan fidusia membawa kesan tidak baik terhadap kelompok

penganut agama.130 Namun demikian, notaris tetap harus mencantumkan

agama para pihak dalam akta jaminan fidusia karena hal tersebut disyaratkan

oleh undang-undang.

Sehubungan dengan identitas para pihak, notaris berperan penting

untuk melakukan verifikasi para pihak yang menghadapnya guna mengetahui

bahwa penghadap adalah memang berwenang. Guna memenuhi ketentuan

Pasal 39 UU No. 30 Tahun 2004 maka Notaris harus meminta semua bukti

identitas diri, keterangan-keterangan sebagaimana diperlukan serta dokumen-

128 Indonesia (c), op. cit., ps. 5.

129Ibid., ps. 6.

130Satrio (b), op. cit., hal. 205.
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dokumen terkait dalam hal para penghadap bertindak selaku wakil atau kuasa

dari pemberi atau penerima fidusia. Dokumen terkait dapat berupa surat kuasa

atau dokumen yang menunjukkan kewenangan para penghadap (misalnya

anggaran dasar yang menunjukkan bahwa penghadap berwenang mewakili

pemberi atau penerima fidusia) termasuk tapi tidak terbatas pada persetujuan

korporasi (corporate approvals) jika memang diperlukan.

b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia.

Notaris harus menjabarkan secara jelas dan rinci mengenai data

perjanjian pokok yang dijamin dengan fidusia. Keterangan mengenai

perjanjian pokok ini meliputi macam perjanjiannya dan hutang yang dijamin

dengan fidusia. Macam perjanjian yang dijamin misalnya perjanjian kredit

atau perjanjian sewa guna usaha. Keterangan mengenai hutang misalnya

mengenai kewajiban pembayaran secara tepat waktu dan sebagaimana

mestinya berdasarkan perjanjian pokoknya.

c. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;

Uraian mengenai benda onjek jaminan fidusia dibuat dengan

mengidentifikasikan dan menjelaskan tentang bukti kepemilikannya. Apabila

perlu, notaris dapat meminta diperlihatkan bukti kepemilikan tersebut dan

kemudian melekatkan salinannya pada minuta akta. Hal ini guna menjamin

kebenaran dan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat.

d. Nilai penjaminan; dan

e. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Penyebutan nilai hutang, nilai penjaminan dan nilai objek jaminan

fidusia harus sesuai dengan UU No. 30 Tahun 2004 yaitu dengan

menyebutkan angka terlebih dahulu dan kemudian dijabarkan dengan

huruf.131

Satu hal dalam akta jaminan fidusia yang berbeda dengan akta notaris pada

umumnya adalah pencantuman waktu diselesaikannya pembuatan akta.

Pencantuman waktu penyelesaian pembuatan akta dimaksudkan untuk

menentukan urutan fidusia dalam hal terjadi pembebanan jaminan fidusia atas

131Indonesia (g), op. cit. ps. 42 ayat 3.
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objek yang sama maka waktu penyelesaian pembuatan akta dapat dilihat

walaupun fidusia lahir pada saat dilakukannya pendaftaran.

Selanjutnya, notaris juga berperan dalam pelaksanaan pendaftaran jaminan

fidusia. Notaris dapat bertindak selaku kuasa dari penerima fidusia untuk

melakukan pendaftaran fidusia. Notaris sebaiknya membantu para pihak dalam

membuat pernyataan pendaftaran jaminan fidusia dan memastikan bahwa

persyaratan yang diperlukan untuk pendaftaran jaminan fidusia sudah dipenuhi.

Wewenang notaris untuk melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat

aslinya juga berperan sehubungan dengan pendaftaran jaminan fidusia. Dalam

melaksanakan pendaftaran, Kantor Pendaftaran Fidusia akan meminta empat

rangkap dari pernyataan pendaftaran jaminan fidusia beserta lampiran-

lampirannya. Jika dalam pernyataan pendaftaran tersebut terlampir daftar objek

jaminan fidusia maka harus dibuat fotokopi sesuai aslinya oleh notaris.

Notaris juga berwenang untuk memberikan penyuluhan hukum

sehubungan dengan pembuatan akta sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun

2004. Oleh karena itu, notaris harus senantiasa memberi nasihat hukum kepada

pemberi dan penerima fidusia mengenai hal-hal yang perlu diketahui, dipenuhi

dan ditaati berkenaan dengan pelaksanaan pembebanan jaminan fidusia.
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BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

1. Pembiayaan pengadaan pesawat udara di Indonesia berhubungan erat dengan

lembaga jaminan yang dapat dibebankan atas pesawat udara karena kreditur

pasti akan meminta jaminan atas pengembalian uang yang digunakan untuk

pembiayaan tersebut. Diundangkannya UU No. 1 Tahun 2009 tentang

Penerbangan yang telah mencabut UU No. 15 Tahun 1992 tentang

Penerbangan, memberikan dampak pada perihal lembaga jaminan atas

pesawat udara di Indonesia karena UU No. 1 Tahun 2009 tidak menyebutkan

secara tegas mengenai lembaga jaminan apa yang dapat dibebankan atas

pesawat udara. Namun demikian, UU No. 1 Tahun 2009 merupakan

perwujudan dari penterjemahan Konvensi Cape Town dan Protokol Cape

Town (yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Peraturan Presiden

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2007), ke dalam peraturan perundang-

undangan di Indonesia. Konvensi Cape Town pada intinya mengatur

ketentuan-ketentuan umum yang berkaitan dengan hak kebendaan atau

jaminan yang diakui secara internasional atas beberapa jenis benda bergerak,

di antaranya pesawat udara, kereta api dan satelit. Protokol Cape Town

mengatur mengenai penjualan objek pesawat udara, upaya hukum dalam hal

terjadinya insolvensi termasuk memberikan alternatif-alternatifnya,

pendaftaran kepentingan internasional atas objek pesawat udara dan

yurisdiksi hukum. Dalam UU No. 1 Tahun 2009, ditentukan bahwa Konvensi

Cape Town merupakan ketentuan hukum khusus (lex spesialis). Hal ini

berarti dalam hal terjadi pertentangan atau perbedaan pengaturan antara

ketentuan dalam Konvensi atau Protokol dengan peraturan perundang-

undangan Indonesia maka ketentuan-ketentuan dalam Konvensi atau Protokol
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yang berlaku. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1999 mengatur pesawat udara

yang didaftarkan di Indonesia dapat dibebankan dengan kepentingan

internasional berdasarkan perjanjian hak jaminan kebendaan, perjanjian

pengikatan hak bersyarat atau perjanjian sewa guna usaha, perjanjian-

perjanjian mana merupakan perjanjian yang digunakan untuk pembiayaan

pengadaan pesawat udara, dan membebaskan para pihak di dalamnya untuk

memilih hukum yang digunakan dalam perjanjian tersebut. Dalam praktek

yang terjadi saat ini hukum yang dipilih sebagai hukum yang mengatur

perjanjian-perjanjian tersebut bukan hukum Indonesia. Hal ini disebabkan

belum adanya peraturan khusus mengenai pengaturan mengenai perjanjian

sewa guna usaha atas pesawat udara. Terhadap pesawat udara Indonesia bisa

dibebankan jaminan berdasarkan hukum negara manapun sepanjang

disepakati oleh para pihak. Hal ini mempermudah perusahaan penerbangan di

Indonesia dalam melakukan pengadaan armada pesawatnya karena untuk

mendapat pinjaman dana dari pemilik dana, yang biasanya merupakan

lembaga keuangan asing, pemilik dana tersebut dapat menentukan hukum

mana yang berlaku dalam perjanjian yang dibuat dengan perusahaan

penerbangan Indonesia.

2. Dalam praktek pengadaan pesawat udara saat ini, banyak perusahaan

penerbangan, termasuk Garuda Indonesia, yang menggunakan cara sewa guna

usaha (leasing). Berdasarkan Konvensi Cape Town, perjanjian sewa guna

usaha tersebut dibuat dengan tunduk pada hukum yang dipilih oleh para

pihak. Dalam skema pembiayaan leasing, pertama-tama Garuda Indonesia

melakukan perjanjian pembelian pesawat dengan produsen pesawat, yang

kemudian perjanjian pembelian tersebut dialihkan oleh Garuda Indonesia ke

induk perusahaan sewa (leasing), sehingga induk perusahaan sewa menjadi

pemilik pesawat udara. Berdasarkan suatu perjanjian partisipasi (participation

agreement), yang dibuat oleh dan antara induk perusahaan sewa, perusahaan

sewa, pihak yang nantinya akan menjadi pemilik pesawat (secara bersama-

sama pihak-pihak ini disebut pihak pemberi sewa atau lessor party) dan pihak

pemberi dana (finance party) yang terdiri dari lembaga-lembaga keuangan

maka induk perusahaan sewa menunjuk suatu pihak sebagai pemilik pesawat
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(owner). Pemilik pesawat kemudian membuat perjanjian sewa induk (head

lease agreement) dengan anak perusahaan (subsidiary) dari induk perusahaan

sewa. Selanjutnya dibuat perjanjian sewa intermediate (intermediate lease

agreement) antara anak perusahaan (subsidiary) dari induk perusahaan sewa

dengan perusahaan sewa, yang juga merupakan anak perusahaan dari induk

perusahaan sewa. Pada akhirnya, dibuatlah perjanjian sewa guna usaha (lease

agreement) antara perusahaan sewa dan Garuda Indonesia. Dalam perjanjian

sewa guna usaha itu disepakati bahwa sebagai jaminan atas pembayaran uang

sewa guna usaha dalam hal terjadi kecelakaan yang membuat rusak atau

musnahnya pesawat maka pihak lessor mensyaratkan lessee untuk

menjaminkan tagihan asuransi dan tagihan reasuransi atas pesawat

bersangkutan. Lembaga jaminan yang digunakan untuk penjaminan tagihan

asuransi dan tagihan reasuransi atas pesawat udara di Indonesia adalah

jaminan fidusia karena lembaga jaminan fidusia memiliki karakteristik yang

cocok untuk penjaminan tagihan asuransi dan tagihan reasuransi. Berdasarkan

Pasal 9 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dimungkinkan

untuk piutang yang baru akan ada menjadi suatu objek jaminan fidusia.

Tagihan asuransi dan tagihan reasuransi merupakan piutang yang baru akan

ada karena tagihan-tagihan tersebut baru muncul jika terjadi suatu kejadian

yang menyebabkan pemegang polis asuransi atau reasuransi bisa menagih

untuk mendapat pembayaran dari perusahaan asuransi atau perusahaan

reasuransi. Akta jaminan fidusia atas tagihan asuransi dibuat oleh dan antara

Garuda Indonesia, selaku pemberi fidusia dan perusahaan leasing, selaku

penerima fidusia. Sedangkan akta jaminan fidusia atas tagihan reasuransi

dibuat oleh dan antara perusahaan asuransi yang mengeluarkan polis atas

asuransi pesawat udara Garuda Indonesia dan perusahaan leasing. Akta-akta

jaminan fidusia ini dibuat dengan akta notaris dan berbahasa Indonesia

sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU No. 42 Tahun 1999, yang mana dalam

akta tersebut harus menyebutkan (i) nilai hutang (nilai kewajiban yang

dijamin), (ii) nilai penjaminan dan (iii) nilai objek jaminan. Akta jaminan

fidusia harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia di tempat

kedudukan pemberi fidusia dan kemudian akan diterbitkan Sertifikat Fidusia

Praktek jaminan..., Andia Hastriani, FHUI, 2011



 

Universitas Indonesia

71

yang memiliki tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan

pendaftaran fidusia. Dengan dilakukannya pendaftaran maka jaminan fidusia

telah lahir.

3. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik

dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang

Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Selain kewenangan yang

disebutkan dalam UU No. 30 Tahun 2004, notaris juga diberi kewenangan

lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, contohnya

adalah kewenangan membuat akta jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam

UU No. 42 Tahun 1999. Dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan

fidusia, notaris memiliki peran sentral karena dalam UU No. 42 Tahun 1999

ditentukan bahwa akta pembebanan jaminan fidusia harus dibuat dalam akta

notaris. Notaris juga berperan dalam pelaksanaan pendaftaran jaminan

fidusia, karena dapat bertindak selaku kuasa dari penerima fidusia untuk

melakukan pendaftaran fidusia. Notaris berperan dalam membantu para pihak

dalam membuat pernyataan pendaftaran jaminan fidusia dan memastikan

bahwa persyaratan yang diperlukan untuk pendaftaran jaminan fidusia sudah

dipenuhi. Notaris juga berwenang untuk memberikan penyuluhan hukum

sehubungan dengan pembuatan akta sebagaimana diatur dalam UU No. 30

Tahun 2004. Oleh karena itu, notaris harus senantiasa memberi nasihat

hukum kepada pemberi dan penerima fidusia mengenai hal-hal yang perlu

diketahui, dipenuhi dan ditaati berkenaan dengan pelaksanaan pembebanan

jaminan fidusia.

3.2 Saran

1. Praktek pembiayaan pengadaan pesawat udara di Indonesia pada umumnya

dilakukan dengan perjanjian sewa guna usaha yang tunduk pada hukum

negara lain. Sehubungan dengan hal ini, pemerintah Indonesia sebaiknya

segera membuat peraturan yang khusus mengatur mengenai perjanjian sewa

guna usaha pesawat udara yang sejalan dengan ketentuan-ketentuan dalam

UU No. 1 Tahun 2009, Konvensi Cape Town dan Protokol Cape Town.
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2. Jaminan fidusia atas tagihan asuransi dan tagihan reasuransi sehubungan

dengan pengadaan armada pesawat udara dilakukan karena belum adanya hak

jaminan kebendaan yang dapat dibebankan atas pesawat udara. Untuk

mendukung dan untuk lebih memberi kepastian hukum kepada para pihak

yang terlibat dalam perjanjian pembiayaan sehubungan dengan pengadaan

pesawat udara di Indonesia, pemerintah Indonesia sebaiknya membuat

peraturan yang jelas dan khusus mengenai hak jaminan kebendaan yang dapat

dibebankan atas pesawat udara. Peraturan tentang hak jaminan atas pesawat

udara harus dibuat sejalan dengan Konvensi Cape Town dan Protokol Cape

Town. Pelaksanaan jaminan fidusia atas tagihan asuransi dan tagihan

reasuransi yang telah dilakukan dalam rangka pengadaan pesawat udara yang

dilakukan saat ini harus didukung oleh seluruh pihak untuk menjalankan

peraturan yang ada, seperti misalnya penyerahan Serifikat Fidusia oleh

Kantor Pendaftaran Fidusia kepada pemohon harusnya dapat dilakukan pada

tanggal yang sama dengan tanggal pencatatan permohonan pendaftaran

jaminan fidusia.

3. Peran sentral notaris dalam pelaksanaan pembebanan jaminan fidusia, yakni

sehubungan dengan pembuatan akta jaminan fidusia, harus dijalankan dengan

sebaik-baiknya. Notaris harus jelas dan benar dalam menguraikan jenis objek

fidusia agar tidak terjadi kekeliruan yang dapat merugikan para pihak. Selain

itu, notaris tidak boleh lupa memasukkan nilai-nilai yang harus disebutkan

dalam akta jaminan fidusia yaitu (i) nilai objek, (ii) nilai penjaminan dan (iii)

nilai hutang walaupun nilai hutang tidak diwajibkan oleh UU No. 42 Tahun

1999 untuk disebutkan dalam akta. Namun demikian, guna memenuhi

persyaratan untuk pendaftaran jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia

maka nilai hutang harus disebutkan dalam akta. Sehubungan dengan

pendaftaran fidusia, notaris juga harus senantiasa mengikuti perkembangan

yang ada dalam prakteknya. Dengan banyaknya kreditur asing maka banyak

pula surat kuasa pendaftaran yang dibuat kebanyakan adalah dalam bahasa

Inggris. Kantor Pendaftaran Fidusia tidak mau menerima surat kuasa

berbahasa Inggris, oleh karenanya notaris harus memiliki kemampuan

menterjemahkan dokumen hukum berbahasa Inggris ke dalam bahasa
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Indonesia agar mempermudah proses pendaftaran fidusia ini. Notaris harus

senantiasa mengikuti perkembangan hukum yang ada, termasuk hukum

mengenai jaminan fidusia dan jaminan kebendaan atas pesawat udara. Hal ini

dapat dilakukan dengan mengikuti seminar-seminar dan juga membaca.

Notaris melalui Ikatan Notaris Indonesia dapat memberikan saran kepada

pemerntah untuk dapat membentuk peraturan-peraturan khusus sehubungan

dengan sewa guna usaha pesawat udara dan penjaminan pesawat udara.
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